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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, atas
karunia-Nya kami dapat menyclesian penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan
syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kenotanatan
Fakultas Hukum Uiversitas Airlangga. Tesis dengan berjudul “Cessie Sebaga:
Alternatif Lembaga Jaminan™ merupakan hasil penelitian dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dalam praktek perbankan
vang terjadi selama ini, lembaga Cessie banyak digunakan sebagai “agunan
tambahan™ dengan obyek jaminan berupa Piutang Atas Nama.

Sayva menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa bantuun
dan bimbingan dari pihak-pithak yang telah memberikan bantuan baik moril
maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Machscen Afi, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Airlangga dan Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Airlangga ;

b

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. sclaku Pcmbimbing Tcsis ;

Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku Ketua Dcwan Pengupt Tesis ini

ted

dan Prof. Dr, H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. serta Agus Yudha Hernoko, SH.,
MH. sebagai anggota Dewan Penguyi Tesis ;

4. Para Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Alrlangga ;

Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hﬁkum Untversitas Airlangga ;

U
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6.  Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Kenotanatan Fakultas Hukum

Universitas Airlangga ; |
7. Pihak-pihak lainnya yang tefah memberikan dukungan moril dan materiil

yang mohon maat tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Saya juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat
kekurangan-kekurangan dan karcnanya masih jauh dari sempurna, bak pepatah
mengatakan “tak ada gading yang tak retak”. Untuk itu dengan rendah hati kami
mengharapkan kriii-k daﬁ saran yang membangun demi perbaikan dikemudian
hari.

Akhirnya saya berharap semoga tesis ini dapat berpuna dan memberikan
manfaat bagi para pembaca yang budiman serta dapat memberikan sumbangan
bagt pengetahuan hukurn, khususnya dalam hukum notariat di Indonesia.

Surabaya, 15 Juli 2005

Penulis
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BABI

PENDAHULUAN

1.  Latar Belakang Permasalahan Dan Rumusannya

Perkembangan pembangunan di Indonesia, tidak dapat dlilepaskan dari peran
serta sektor perbankan scbagai institusi penyedia dana untuk pembanguan yang
disalurkannya melalui kredit pada dunia usaha dan sekaligus sebagai lembaga
yang dipercaya oleh negara untuk menghimpun dana dani masyarakat.
Sesungguhnya dana yang dihimpun dari masyarakat inilah, baik itu dalam bentuk
tabungan (saving), deposito atau giro dan scbagainya, yang kemudian disalurkan
kembali oleh bank untuk membiayai sektor-sektor ekonomi yang dilakukan oleh
pclaku-pelaku  usaha dan bahkan juga pemerintah yang pada akhirnya
menggerakan pembangunan di segala sektor kehidupan. Dengan demikian
peranan bank adalah sebagai intermediasi dari pembangunan, yaki dengan
menghimpun dana dar masyarakat dan kemudian menyalurkan lagi dana tersebut
dalam bentuk kredit kecpada masyarakat yang pada akhimya menggerakan
pembangunan nasional. Peranan bank vyang sangat strategis int dalam
pemhangunan, menyebabkan pemerintah (dalam artt eksekutif dan legislatif)
sangat menaruh perhatian (concern) pada dunia perbankan, dan oleh karenanya
selalu dilakukan demutualisasi dalam hukum perbankan dengan titik sentral Bank
Indonesia sebagai lembaga independen  yang  berlugas, berwenang dan

bertanggung jawab terhadap pengawasan perbankan.

MILIE
PURPUSYAEAAN
WIIYERSITAS AIRLANGSA
SURABAYA
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Dengan peranan atau fungsi perbankan yang sedemikian, sesungguhnya
perbankan memiliki risiko vang sangat tinggi, dikarenakan di satu sisi bank harus
menghimpun dana dar masyarakat yang mewajibkannya memberikan konpensasi
bunga (bunga simpanan) atas dana masyarakat yang dihimpun tersebut, tetapi
disisi lain untuk dapat melaksanakan kewajibannya tersebut bank diwajibkan pula
menyaturkan dana kepada masyarakat dengan mendapatkan konpensasi bunga
(bunga pinjaman) dari masyarakat penerima kredit, yang berarti dana dari
masyarakat tersebut berada pada pihak ketiga (debitor).

Keberadaan dana pada masyarakat (debitor) inilah yang menimbulkan
risiko bagi perbankan, karena jika debitor melakukan itikad buruk dengan tidak
mau membayar atau terjadi wanprestasi dalam pembayaran kreditnya, maka akan
memberikan dampak yang sangat negatif bagi bank, yakni disatu sisi dana yang
disalurkan dalam masyarakat menjadi tidak lancar pembayarannya (kredit macet)
dan disisi lain bank harus tetap likuid untuk dapat membayar simpanan dana
masyarakat baik pokok maupun bunganya. Walaupun Pemerintah dan Bank
Indonesia telah memberikan jaminan atas dana simpanan masyarakat di bank,
namun hal ini bukanlah merupakan solusi yang dapat begitu saja menghilangkan
risiko bank, melainkan risiko bank akan tetap melekat bahkan akan memberikan
citra yang buruk dalam dunia perbankan dengan hilangnya kepercayaan
masyarakat pada bank, yang pada akhimya juga dapat mengganggu stabilitas dan
percepatan pembangunan. Untuk itu, perlidungan hukum terhadap bank perlu
mendapat perhatian yang serius dalam rangka menjaga stabilitas dan percepatan

pembangunan nasional,
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Undang-undang dasar Negara Republik Indonmesia Tahun 1945
menentukan secara tegas bahwa Negaré Republik Indonesia adalah negara hukum.
Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlidungan hukum
vang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan
hukum menuntut kepastian dan perlindungan atas hak dan kewajiban, diantaranya
dalam lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat
bukt yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek
hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian
vang sempurna khususnya dalam hal keperdataan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1870 BW, mempunyal peranan penling dalam sectiap hubungan hukum
dalam masyarakat. Dalam duma perbankan, kebutuhan akan pembuktian secara
tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya
tuntutan akan kepastian hukum dalam berbaga: hubungan ekonomi, baik pada
tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan
sccara Jelas hak dan kewajiban, dapat menjamin adanya kepastian hukum dan oleh
karcnanya diharapkan dapat dihindarkannya terjadinya sengketa mengenai hak
dan Kewajiban terscbut. Namun, bilamana sengketa tidak dapat dihindari, maka
keberadaan akta otentik yang secara hukum diberikan kekuatan pembuktian yang
sempurna, akan memberikan sumbangan yang nyata dalam pembuktian hak dan
kewyjiban atas penyelesaian sengketa baik dengan jalan litigast maupun non-

litigasi.
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Berkenaan dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan dalam penyaluran
kredit yang menjadi salah satu kewajibannya secara hukum, maka dalam hukum
perbankan disyaratkan bahwa dalam operasional bank harus menerapkan prinsip
kehati-hatian (prudentia! banking). Salah satu wujud prisip kehati-hatian atau
prudential banking ini adalah dengan menuangkan perjanjian kredit atau
perjanjian semacam itu antara bank sebagai kreditor dengan masyarakat penerima
kredit sebagai debitor dalam suatu akta otentik. Berkaitan dengan perjanjian kredit
tersebut karena merupakan suatu perjanjian atau perikatan karena adanya
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1233 BW, maka pembuatan
perjanjian kredit ini harus tunduk pada BW sebagai ketentuan-ketentuan yang
mengatur mengenai perikatan secara umum selama tidak atau belum diatur dajam
ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal yang bersangkutan
seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-
Undang Fidusia, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perseroan
Terbatas. Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Yayasan, Kitab Undang-
Undang IHukum Dagang (KUHD) dan sebagainya.

Perjanjian kredit dalam BW termasuk dalam perjanjian bernama yang
discbut dengan perjanjian pinjam-meminjam. Hal utama yang harus diperhatikan
dalam pembuatan prejanjian kredit berdasarkan BW adalah syarat-syarat sahnya
perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 BW, agar perjanjian kredit
tersebut mempunyai kekuatan berlaku sebagai undang-undang bagi bank sebagai
kreditor dan peminjam sebagai debitor, sesuai pasal 1338 BW. Disini tersimpul

realisasi asas kepastian hukum.
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Namun demikian, untuk lebih memberikan adanya kepastian akan hak dari
hank untuk. memperoleh pemenuhan kewajiban dari debitor, bank akan meminta
debitor untuk membcrikan jaminan atas pembayaran hutangnya sampai lunas,
yang dalam dunia perbankan lebih dikenal dengan sebutan "agunan”. Bentuk
jaminan yang diminta kreditor pada umumny adapat dibedakan menjadi 2 (dua)
macam, yaitu bentuk jaminan berupa benda tidak bergerak dan bentuk jaminan
berupa benda bergerak. Secara hukum dalam setiap perikatan termasuk perjanjian
kredit dengan sendirinya menerbitkan pada dcbitor“ adanya “schlud” dan "
“haftung”. Schuld adalah utang debitor kepada kreditor dan haftung adalah harta
kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan hutang debitor
tersebut. Haftung ini didasarkan pada pasal 1131 BW yang menyatakan :

"Sepala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudzan

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Namun dalam hal ini kepentingan bank sebagai kreditor belum terlindungi
secara penuh, dikarenakan kedudukan kreditor terhadap heiftung debitor adalah
sebagal kreditor konkuren yakni berkedudukan yang séma dengan kreditor-
kreditor lainnva dari debitor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1132 BW yang
berbunwi :

“"Kebendaan terschut mcenjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang

yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu

dibagi-bagi mcnurnt kescimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang

masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-
asalan yang sah untuk didahulukan.”
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Untuk dapat memberikan perlidungan yang optimal bagi kepentingan
kreditor, maka berdasarkan perkecualian yang dimaksud dalam pasal 1132 BW
terscbut di atas, pithak bank sebagai kreditor dapat memperoleh hak preferensi
vang memberikan alasan-alasan yang sah untuk didahulukan pelunasan
piutangnya dart kreditor lainnya yakni sebagai kreditor preferent yang dapat
diperoleh dan gadar _dan hipotik menurut pasal 1133 BW dan Hak Tanggungan
berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pemegang Hak Fidusia
berdasarkan Undang-Undang Fidusia; Pada umumnya bentuk jaminan yang
diminta oleh bank adalah benda tidak bergerak berupa hak atas tanah berikut
bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang dapat diangap sebagai
benda tdak bergerak yang dibebani dengan lembaga jaminan berupa hak
tanggungan; dan benda bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin, persediaan
barang dan benda-benda yang dianggap sebagai benda bergerak seperti piutang-
plutang atau surat berharga lainnya yang dibebani dengan lembaga jaminan
berupa hak fidusia atau hak gadai. Untuk pembeban dengan hak Hipotik saat ini
hanya terbatas untuk benda tidak bergerak selain tanah yang dianggap scbagai
benda tidak bergerak karena sifatnya yakni kapal laut dengan bobot lebih dari 20
M3 dan pesawat terbang.

Bilamana menurut bank, pemberian benda-benda jaminan yang telah diikat
dengan perjanjian jaminan terscbut masih belum mencukupi untuk menjamin
pembavaran utang debitor sampai lunas, maka bank akan meminta tambahan

Jaminan dart debitor yang pada umumasnya berupa jaminan perorangan (personnal
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guaranttee) atau jaminan berupa pengalihan atas hak tagih atau piutang-piutang
debitor dengan caru cessie sebagaimana dimaksud pasal 613 BW yang berbunyi :

"Penyerahan akan piutang-ptutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh

lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau

dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan
kepada orang lain”.

Para pihak yang tcrlibat dalam perjanjian cessi mendapatkan istilah
tersendirt. Kreditor awal atau kreditor lama yang mengoperkan hak tagihannya
yaitu tagihan-tagihan atas nama, disebut dengan “Cedent”; sedang orang yang
mengoper atau yang menerima penyerahan hak tagihan tersebut sebagat kreditor
baru disebut dengan "Cessionaris”. Debitor tetap dalam kedudukan semula atau
tidak berganti, mendapat sebutan “Cessus”. Dalam cessi, Cessionaris adalah
menggantikan hak-hak Cedent atas tagthan-tagihan atas nama terhadap Cessus.

Terhadap jamunan berupa pengalihan hak tagih atau piutang-piutang
debitor yang tidak dijamin dengan hak prefercnsi kepada bank scbagai kreditor
dengan cara cessic tersebut, mengakibatkan tidak adanya hak preferensi pada bank
sebagai kreditor baru (cessionaris) atas eksekusi terhadap hak tagih atau piutang-
piutang debitor (ccdent) terhadap debitor dari debitor bank (cessus). Hal ini
dikarenakan cessic bukanlah merupakan salah satu pengecualian sebagaimana
dimaksud pasal 1132 BW yang memberikan hak preferensi. Dengan demikian
kepastian dan perlindungan hukum kepada bank sebagai cessionaris atas

pengalihan hak tagih atau piutang debitor menjadi kabur,
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Berdasarkan uraian diatas, tcrnyata -b‘ahw_a cessie masih berpotensi
memmbulkan risiko kepada bank sebagai kreditor, maka dalam penelitian ini
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

a.  Bagaimana konstruksi hukum cessie yang di dalam praktek dipergunakan
sebagal lembaga jaminan ?
b.  Apakah penggunaan cessie sebagai jaminan tidak bertentangan dengan asas-

asas hukum jaminan ?

2. Tujuan Penelitian

a.  Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat hukum untuk
mendapatkan kedudukan hukum atas cessie dalam hal eksekusinya
jika debitor wanprestasi dan perlindungan hukum yang dapat
dilakukan olch bank sebagai kreditor.

b, Untuk memperolch masukan kepada praktisi hukum khusunya yang
bekerja pada perbankan dan lembaga keuangan lainnya dan para
Notaris, bahwa dalam pembuatan akta cessie perlu dimasukan atau
dipertegas mengenai kedudukan hukum cessie dalam hal cksekusi jika
debitor wan prestasi dan sekaligus perlidungan hukum terdahap bank

sehagai kreditor,

Tesis Cessie sebagai alternatif.... Andrika Satriya Nugraha



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga 9

3. Manfaat Penelitian

a.  Penelitian ini diharapkan dapal menemukan ketentuan-ketentuan yang
secara hukum dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor pemegang cessie
jika debitor wanprestasi.

b.  Diharapkan dengan tesis ini dapat memberikan masukan kepada pihak
praktisi bank dan Notaris dalam membuat suatu akta cessie yang dapat
memberikan perlindungan hukum terhadal-) bank sebagai kreditor

pemegang cessie jika debitor wanprestasi.

4.  Kajian Pustaka

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang penyaluran kredit kepada
masyvarakat. perbankan dihadapkan kepada suatu risiko. Dimana uang yang tclah
disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut berpotensi untuk tidak
kembali atau atas kredit tersebut mengalami kemacetan. Untuk itu, sesuai dengan
pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Te.ntang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan juncto Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan (selanjutnya dalam
penulisan tesis inl disebut Undang-Undang Perbankan), bank dalam melakukan
usahanva berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prisip kehati-
hatian.'

Dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank scbagai kreditor dengan

nasabahnya sebagai debitor, baik dalam perjanjian pokoknya terscbut maupun

1. Yulianto, Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta laminan Kredit Perbankan,
Mitra Usaha Abadi, Surabaya, 2004, h. 4
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dalam perjanjian accessoitenya yang berupa perjanjian penjaminan, perjanjian
cessiec dan sebagainya, berdasarkan pada prinsip kehati-hatian bank (Prudential
Banking) telah banyak dituangkan dalam bentuk akta Notaris sebagai suatu akia
otentik. Hal in1 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian
hukum akan hak dan kewajiban para pihak, karena akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempuma. Dalam penyaluran kredit kepada
masyarakat, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Perbankan, bank wajib
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melusansi hutangnya.
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebeliim memberikankredit, bank harus
melakukan penilaian yang sama terhadap calon debitor atau dikenal dengan teori
pemlaian dengan “prinsip 5 C” (five C principles), yaitu Characteristic (watak),
capacity  (kemampuan). Capital (modal), Collateral (jaminan/agunan) dan
Condition of Economy (kondisi ckonomi).?

Pemberian jaminan/agunan (Collateral) dalam hal ini merupakan salah satu
syarat pelengkap dari 3 C sebelumnya yaitu characteristic (watak), capacity
(kemampuan) dan Capital (modal) dan kesemuanya itu pada akhirnya dipengaruhi
oleh kondisi ekonomi (condition of economy). Walaupun jaminan/agunan
merupakan salah satu aspek penelitian sebelum bank memberikan fasilitas kredit,
namun agunan mempunyal peranan yang menentukan dalam hal terjadi kredit
bermasalah. Namun  demikian, kcberhasilan penyelesaian kredit bermasalah
ditentukan oieh legalitas yang sempurna dan adanya ratio agunan yang memadai

dibandingkan dengan jumlah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitor.

2. Ihid

Tesis Cessie sebagai alternatif.... Andrika Satriya Nugraha



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga 11

Pengikatan collateral (jaminan/agunan} antara debitor atau pemegang hak atas
jaminan/agunan tersebut dilakukan dengan lembaga jaminan yang sudah ada
vakni gadai, hipotik, hak langgungan dan fidusia. Dalam rangka pcmbangunan
ekonomi Indonesia bidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam
pembinaan  hukumnya diantaranya adalah lembaga jaminan. Karena
perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikutt oleh perkembangan
kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit int memeriukan jaminan
demi keamanan pemberian kredit tersebut.? Jaminan untuk menanggung pelunasan
pembayaran kredit ini selanjutnya disebut dengan jaminan kredit.

Jaminan kredit dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh
debitor atau pihak ketiga kepada bank sebagai kreditor untuk menjamin kepastian
pembayvaran kembali fasilitas kredit yang lelah diberikan oleh bank kepada
debitor. dalam hal debitor cidera janji (wanprestasi) terhadap kewajibannya scsuai
dengan vang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Funpsi daripada pcmberian
taminan adalah guna n&emberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditor
utuk mendapatkan pelunasan denganbarang-barang jaminan yang diserahkan olch
debitor atau penjamin bilamana debitor mengalami wanprestasi dan tidak
membayar kcmbali pinjamannya pada saat jatuh waktu tempo perjanjian
kreditnya. Agar bank selaku kreditor dapat melaksanakan hak dan kekuasaannya
atas barang jaminan pinjaman yang discrahkan oleh kreditor atau penjamin, maka
pertu terlebih dahulu dilakukan pengikatan sccara vuridil formal aias barang-
barang jaminan tersebut menurut hukum yang berlaku® (berdasarkan lembaga

jaminan vang ada).

3. Sri Soedewi Masjchocn Sefwan (Sri Soedewi [), Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-
Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 1
4 Yulianta, gp. cit., h. 6

Tesis Cessie sebagai alternatif.... Andrika Satriya Nugraha



Tesis

ADLN-Perpustakaan Universitgs.Ailangga 12

MILIE )
FERPFUBSYAEAA ™
WIIVEREITAE AIRLANGGA

SVRABAYA

Sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang
bersifat accesoire yaitu scnantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan
perjanjian pokok, mengabdi pada perjanjian pokok. Dalam prakiek perbankan
perjanjian pokokny aitu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian
membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa
beberapa kemungkinan hipotik, atau credit verband, gadai, fidusia, borgtocht dan
lain-lain. Kemudian diikuti perjanjian penjaminan secara tersendiri yang
merupakan tambahan (accessoire) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok
tersebut. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai
perjanjian accessoir itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi
keamanan pemberian kredit oleh kreditor . Perjanjian penjaminan sebagal
perjanjian yang bersifat accessoir memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya
perjanjian accessoir yang lain, yaitu :

a.  adanya tergantung pada perjanjian pokok ;

h.  hapusnya tergantung pada perjanjian pokok ;

¢.  jika perjanjian pokok batal — ikut batal ;

d.  ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok ;

e.  jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga
tanpa adanya penyerahan khusus.”

Dalam hal menurut bank sebagai kreditor masih diperlukan adanya jaminan
tambahan, pada umumnya bank akan meminta jaminan berupa cessi. vakni berupa
penyerahan atas tagihan-tagihan atau piutang-piutang atas nama dan kebendaan

tak bertubuh lainnya yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik

3. 5ri Soedewi |, op. cit.. h. 37
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atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan
kepada kreditor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 ayat (1) BW. Dalam
praktek perbankan, lembaga jaminan yang dilakukan dengan cessi ini merupakan
hal yang sudah lazim dilakukan, dimaksudkan sebagai jaminan tambahan untuk
menjamin pelunasan kredit tepat waktu atau jika debitor wan prestasi. Lembaga
jaminan yang dilakukan dengan jalan demikian disebut cessi sebagai jaminan
(zekerheidscessie). Cessi dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku
bagi sahnya penyerahan pada vmumnya yaitu adanya perjanjian yang zakelijk,
dilakukan oleh orang yang wenang untuk menguasai béndanya
(beschikingbevoegd) dan harus berdasarkan alas hak .tertenm vaitu karena adanya
perjanjian jual beli, tukar menukar dan penghadiahan. Dalam praktek ternyata
bahwa legaat dan fidusia juga merupakan alas hak dari cessi yang sering terjadi
dalam praktck perbankan dan Notaris di samping cessie sebagai jaminan
(zekerheidscessie).®

Piytang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya vang
dimaksud dalam cessie sebagaimana diatur da'lam pasal 613 BW, dapat diartikan
sebagai perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang
yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak berdasarkan pasal
511 avat (3) BW. Perikatan-perikatan atau tuntutan-tuntutan mengenai jumlah
uang yang dapat ditagih dapat diartikan sebagai hak dari penjual untuk menagih
harga penjualannya kepada pcmbeli, hak dari orang yang menghutangkan untuk

meminta kembali piutangnya dari orang yang berutang, bahkan termasuk hak dari

6. Sri Soedewi I, op. cit., h. 67
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orang yang terkena perbuatan melawan hukum untuk meminta penggantian biaya,
kerugian dan bunga.

Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam dunia perdagangan, kita
mengenal bermacam-macam tagihan, scperti tapgihan biasa, wessel, cheque,
promes, cognossement dan lain-lain. Sebagian dari pada tagihan-tagihan tersebut
sengaja — atau dibuat dalam hal-hal tertentu disyaratkan oleh undang-undang —
dibuat dalam bentuk tertulis. Tagihan-tagihan tersebut ada yang berupa tagihan
atas sejumlah uang tertentu atau atas sejﬁmlah barang tertentu. Karena tagihan-
tagihan itu mempunyai nilai uang tertentu — paling tidak kalau tagihan tersebut
atau obvek tagihan tersebut dijual — maka orang mengatakan surat tagihan-tagihan
tersebut merupakan surat bernilai. Dalam dal surat tagihan tersebut berupa tagihan
atas sciumlah barang, orang mcenamakan tagihan seperti itu surat-surat hak
kebendaan  (zakenrechtelijke  papiercn).  Orang-orang dapat mengadakan
pengelompokan-pengelompokan tagihan-tapihan di atas dengan cara lain, yaitu
kedalam 3 (1iga) kelompok yakni : tagihan atas tunjuk (aan toonder), atas order
dan atas nama.”

Kertas vang berisi pengakuan hutang atau pernyataan kesangupan
membavar tersebut ada yang dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian; ia
bukan — kecuali undang-undang menentukan lain — syarat untuk adanya/lahirnya
tagihan tersebut; tagihan tersebut tidak menjadi hapus karena hilangnya surat
taghan vang bersangkutan, hanya fungsinya “kertas/tulisan” terscbut mcenjadi
hilang vaitu sebagat alat bukti. Disamping itu kertas/akta tagihan tersebut untuk

tagihan tertentu memberikan legitiematie kepada pemegangnya scbagai pemilik.8

7. 1. Satrie (J. Satra I), Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang,
Alumni, Bandung, 1999, h. |
8. /1bid h.2
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Dalam cessi, terjadi hanya atau khusus untuk piutang-piutang atau tagihan-
tagihan atas nama saja. Pada prisipnya tagihan atas nama menunjukan siapa
kreditornya, tetapi karena tagihan atas nama pada asasnya tidak harus dituangkan
dalam wujud suatu surat (tulisan), maka pada tagihan atas nama yang dibuat
sceara lisan, sulit untuk dikatakan bahwa tagihan tersebut menyebutkan nama
kreditornya. Walaupun demikian para pihak tahu siapa persoon - dan karenanya
identitas — dari kreditor. Karena ia bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk,
maka tagihan atas nama adalah tagihan-tagihan yang hanya dapat ditagih oleh
kreditor tertentu saja. Selain daripada itu tagihan atas nama berbeda dari kedua
tagihan yang lain, karena tagihan atas order atau atas tunjuk (aan toonder) selalu
berbentuk suatu surat (akta) dan cara penyerahannyapun berbeda. Tagthan atas
order adalah tagihan-tagihan yang menyebutkan nama kreditornya atau orang lain
vang diunjuk oleh kreditor tersebut, yang tanpa bantuan atau kerjusama dari
debitor dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditor, dengan cara
endosscment. Sedangkan tagihan —tagihan atas tunjuk adalah tagihan-tagihan yang
sama sckali tidak menunjuk nama kreditor dan hak tagihan terscbut dapat
dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukan surat tagihan tersebut.”

Dalam sejarah pertumbuhannya, lembaga cessi sebagai jaminan ini
sebagaimana dikenal dalam praktek perbankan dan praktck Notaris, ternyata telah
dikenal sejak tahun 1874 jauh sebelum timbulnya lembaga Fidusia. Bahkan
dalam praktek, lembaga cessi tidak begitu banyak menimbulkan keberatan-
keberatan dan penolakan-penolakan dari para pengarang dan yurisprudensi seperti

halnya yang pernah dialami olch fidusia. Keberatan utama yang biasanya

9. Ibid b4
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dilancarkan terhadap fidusia tidak terjadi pada cessi, yaitu keberatan bahwa
penverahan dengan constitution posscssorium itu menimbulkan gambaran yang
palsu mengenaj keadaan bezitnya. Karcna pada cessi demikian alas hak atas
piutang atas nama itu dengan syarat tertentu (akta pemberitahuan) disedir kepada
si kreditor dan kekuasaan atas piutang tersebut berada pada kreditor.

Menurut para pengarang jika cessi itu memang dimaksudkan sebagai
jaminan maka maksud tersebul harus diberitahukan kepada debitor agar debitor
mengetahuinya dan memperoleh akibat-akibat hukum sebagaimana halnya
lembaga-lembaga jaminan lainnya. Yaitu dengan dibayamya perutangan pokok
oleh Cedent, maka cessi sebagai jaminan ini juga akan hapus dan benda jaminan
itu otomatis akankembali kepada debitor tanpa adanya retro-cessi terlebih dahulu.
Jadi cessi sebagai jaminan ini dianggap dibuat dengan syarat yang memutus atau

dengan “ontbindendevoorwaarde™.'”

5. Metode Penelitian
a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan perundang-undangan
(statwre approach) vaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian norma
dalam  ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain  yang
berhubungan dengan rahasia jabatan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana.
b.  Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang

dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang

10. Sri Soedewi [, op. cit., h. 70
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dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer berupa bahan
hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum
sekunder berupa literatur dari berbagai buku dan karya tulis para ahli hukum yang

relevan dengan permasalahan dalam penclitian ini.

C. Prosedur Pengurnpulan Bahan Hukum

Tcknik pengumpulan hahan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu
menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku literatur, karya tulis dan
keterangan lain untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan obyek

penelitian, kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan.

d.  Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul disusun berdasarkan kualifikasi sesuai
obvek vang diteliti. Sclanjutnya dilakukan analisa kualitatif yaitu menelaah
sistcmatika perundang-undangan dikaitkan dengan permasalahan sehingga akan

diperoleh jawaban 'yzm g dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

6.  Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empatl) bab. Dimulai dari Bab 1
merupakan bagian pendahuluan, mengungkapkan latar belakang permasalahan
dan rumusannya, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi
penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Bab Il membahas rumusan

masalah yang pertama yakni mengenai konstruks: hukum cesste sebagai lembaga
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jaminan dalam praktek. Dilanjutnkan dengan Bab Il membahas rumusan masalah
yang kedua yakni kajian. hukum cessie terhadap asas-asas hukum jaminan.
Penuiisan tesis ini ditutup dengan Bab 1V yang bertsi kesimpulan dan saran,
terkait dengan jawaban atau pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana

diuratkan dalam Bab IT dan Bab IIT.
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KONSTRUKSI HUKUM CESSIE

SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN
DALAM PRAKTEK
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BAB 11
KONSTRUKSI HUKUM CESSIE

SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DALAM PRAKTEK

1. Piutang Atas Nama Scbagai Benda

Dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam Burgerlijk Wetboek (BW)
vang dikenal pula sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal mengenai
benda atau kebendaan mendapat mengaturan yang istimewa yakni diatur dalam
satu buku tersendin yaitu dalam Buku II BW diantara empat buku yang ada, yakni
Buku I mengenai Hukum Orang, Buku Il mengenai Hukum Perikatan dan Buku
Il Hukum Bukt dan Kadaluwarsa. Keempat buku ini merupakan satu kesatuan
vang dalam prakteknya akan saling terkait, dikarenakan membicarakan masalah
hukum orang akan ada keterkaitannya dengan hukum kebendaan dan hukum
peritkatan serta hukum bukti dan kadaluwarsa demikian sebalinya, dikarenakan
orang sebagal subyek hokum dan benda scbagai obyek hokum dengan perikatan
sebagai hubungan hokum dan sekaligus terkait dengan pcmbuktian dan
kadaluwarsa.

Pengaturan hukum bhenda dalam Buku Il BW ini dalam sistem hukum
nasional, dalam perkembangannya terjadi suatu perubahan yang sangat penting,
vakni dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yakni Undang-Undang
Nomor § Tahun 1960, yang isinya mencabut berlakunya semua ketentuan
mengenal hak-hak kebendaan dari Buku I BW scpanjang mengenai bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kccuali ketentuan-ketenluan

19
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mengenal Hipotik. Hak-hak kebendaan mengenai bumi, air dan kekayaan alam

vang terkandung di dalamnya tersebut merupakan hak kebendaan terhadap benda

atau kebendaan tidak bergerak. Sedangkan untuk hukum benda yang mengatur

benda atau kebendaan tidak bergerak tetap diatur dalam BW, walaupun dalam

perkembangan selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Fidusia yang mengatur mengenai pengalihan kepemilikan suatu benda tidak

bergerak atas dasar kepercayaan dan lembaga jaminan atas benda-benda tidak

bergerak. Dengan demikian pengaturan mengenai hukum kebendaan dalam BW

sebagian telah tidak berlaku lagi dan diatur dalam undang-undang yang baru

sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian ada pula pasal-pasal yang masih

berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti tidak berlaku lagi sepanjang mengenai

bumi. air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tetapi masih berlaku

scpanjang mengenai benda-benda iain, ialah'' :

a.  Pasal-pasal tentang benda pada umumnya ;

b.  Pasal-pasal tentang cara membedakan benda, yang diatur dalam pasal 503 —
pasal 505 BW :

c.  Pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak diantara
pasal 329-pasal 568 BW ;

d.  Pasal-pasal tentang Hak Milik sepanjang tidak mengenai tanah, terletak
dalam pasal 370 BW ;

¢ Pasal-pasal tentang hak memungut hasil (vruchtgebruuk) sepanjang tidak

mengenai tanah yang diatur dalam pasal 756 BW: dan

1. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (Sri Soedewi 11}, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty,
Yogvakarly, 2000, h. 6
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f. Pasal-pasal tentang Hak Pakai scpanjang tidak mengenai tanah, yang diatur
dalam pasal 818 BW.

Sistem pengaturan Hukum Benda dalam sistem hukum nasional adalah
sisicm lertulup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru
selamn yang sudah ditctapkan dalam undang-undang. Dikarenakan pengaturan
hukum benda ada dalam Buku II BW menyebabkan Buku Il BW dikenal pula
scbagai buku vang tertutup. Hal ini sangatlah penting ditegaskan agar tidak terjadi
ketidakpastian dalam hokum kebeﬁdaam Pengaturan atau sistematika dalam
hukum benda dimulai dari pengaturan mengenai pengertian dari benda, kemudian
pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya mengatur mengenai macam-
macam hak kebendaan,

Pengertian benda atau yang juga disebut kebendaan adalah sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 499 BW yakni tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang
dapat dikuasar oleh hak milik. Selanjutnya pengertian kebendaan tersebut
diperluas atau dipertegas lagi dalam pasal 500 BW yakni termasuk juga segala
apayang karena perlekatan termasuk dalam suatu kebendaan itu, baik karena hasil
alam maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat
pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu
adalah bagtan dan kcbendaan tadi; bahkan berdasarkan pasal 501 BW termasuk
juga tiap-tiap hasil perdata adalah bagian dari suatu kebendaan jika dan selama
hasil itu belum dapat ditagih. Berdasarkan pada pengertian diatas, maka benda

atau kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu
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a. barang yang dapat dikuasai hak milik ; dan

b.  hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Dalam Buku IT BW diatur juga lentang cara membeda-bedakan kebendaan,

scbagai berikut :

a.  Benda Bertubuh atau Benda Tak Bertubhuh (pasal 503 BW)

b.  Benda Bergerak atau Benda Tidak Bergerak (pasal 504 BW)

c.  Untuk Benda Bergerak dibedakan lagi menjadi Benda Habis Terpakai atau

Benda Tidak Habis Terpakai (pasal 505)

Tentang Benda Bergerak sclanjutnya dijelaskan bahwa suatu kebendaan

dapat disebut sebagai Benda Bergerak dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yakni :

a.  Benda Bergerak karena sifatnya, ialah kcbendaan yang dapat berpindah atau

dipindahkan (pasal 509 BW), meliputi juga tanpa perkecualian, segala apa

yang menurut ketentuan undang-undang dianggap sebagai bergerak (pasal

3153 BW); dan

b, Benda Bergerak karena ketentuan undang-undang (pasal 511 BW), yakni :

1.

2.

hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak ;

hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan
maupun bunga cagak hidup ;

perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-
jumiah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda
bergerak ;

sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang,

persekutuan dagang atau persekutuan peruszhaan, sekalipun benda-
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benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah
kebendaan tak bergerak, selama persekutuan berjalan dan hanya
terhadap para pesertanya saja.

5. andil dalam perutangan atas beban Negara Indonesia, baik andil-andil
karena pendaftaran dalam buku besar, maupun dalam sertifikat-
sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat lain
vang berharga, beserta kupon-kupon atau surat-surat tanda bunga, yang
termasuk di dalamnya ;

6.  sero-sero atau kupon ohligasi dalam perutangan lain, termasuk juga
perutangan yvang dilakukan negara-negara asing.

Dan uraian di atas, telah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan
“barang” dan “hak™ yang dimaksud dalam pasal 499 BW. Untuk mendapatkan
pengertian yang sepenuhnya tentang benda atau kebendaan, selanjutnya perlu
dipahami mengenai apa yang dimaksud dengan “Hak Milik". Berdasarkan pasal
570 BW dinyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan
sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan
1t dengan kedaulatan scpenuhnya, asal tidak bersalahan dengan udang-undang
aiau peraturan umum dan tidak menggangu hak orang lain. Cara memperoleh Hak
Milik itu menurut pasal 584 BW adalah dengan pemilikan, karena perlekatan,
karena daluwarsa, karena pewarisan dan karena penunjukan atau penyerahan
berdasar atas suatu peristiwa perdata utuk memindahkan hak milik yang dilakukan
olch seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu (pemegang Hak

Milik).
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Dari pengertian benda atau kebendaan di atas, kiranya dapat dipahami
hahwa herdasarkan pasal 511 BW, maka perikatamberikatan dan tuntutan-
tuntutan mengenal jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih, atau yang pada
umumnya dikenal sebagai “hak tagih” atau “piutang” merupakan bagian dar
benda atau kebendaan tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Dalam
ketentuan-ketentuan selanjutnya dari Buku 11 BW dapat ditemukan pembedaan
dari macam-macam hak tagih atau piutang ini, dianlara sebagaimana tersebut
dalam pasal 613 BW, yang menyatakan ada 3 (tiga) macam piutang tersebut,
yakni :

a.  piutang atas nama ;
b.  piutang atas bawa ; dan
c.  piutang atas tunjuk.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 613 BW untuk memperoleh Hak Milik
alus piutang disebutkan bahwa untuk piutang atas nama dilakukan dengan jalan
membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas
kebendaan 1tu dilimpahkan kepada orang lain, yang dikenal dengan cara “Cessie”.
Sedangkan untuk piutang atas bawa dilakukan dengan penycrahan surat piutang
itu; dan untuk piutang atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat piutang

disertai dengan endosemen.

2. Pengaturan Piutang Atas Nama Sebagai Obyek Gadai
Hubungan hukum antar masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan

hukum harta kekayaan atau lebih populernya dalam hubungan ekonomi, banyak
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terjadi perikatan-perikatan diantara masyarakat, khususnya antara pihak pemilik
modal dengan Ipihak penguszha baik perorangan atau badan hukum yang
membutuhkan dana bagi operasional usahanya, yang kesemuanya ilu bertujuan
untuk memperoleh keutungan. Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam suatu
beniuk perjangian, yang dikenal dengan sebutan perjanjian utang piutang dan lebih
papular dengan sebutan perjanjian kredit.

Berdasarkan ketentuan pasal 1313 BW dinyatakan bahwa perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satn orang lain atau lebih. Dalam perkembangannya, pengertian “orang”
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 BW, tidak hanya tcrbatas pada orang
perorang sebagai pribadi (natuurlijk persoon), melainkan termasuk juga badan
hukum vang karena kekuatan undang-undang dianggap sebagai “‘orang” (rcchts
persoon). Dalam perjanjian kredit, orang atau pihak yang memberikan pinjaman
disebut dengan “kreditor”, sedangkan yang menerima pinjaman disebut dengan
“debitor”. Istilah kreditor dan debitor ini sesungguhnya adatah untuk semua jenis
perjanjian timbal balik, yakni pihak yang berhak mencrima suafﬁ prestasi disebut
dengan kreditor dan pihak yang berkewajiban untuk memberikan prestasi disebut
debitor.

Dalam perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, kreditor adalah pihak
yang berhak atas suatu prestasi dari debitor, yang harus didahului dengan
kewajiban  memberikan  sejumlah uang sebagai  pinjaman kepada debitor,
secdangkan setelah itu baru timbul kewajiban dari debitor untuk memberikan

prestasi kepada kreditor yakni pengembalian pinjaman disertai dengan bunga dan
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scgala biaya administrasi yang timbul scsuai dengan jadwal waktu pengembalian
vang telah diperjanjikan. Jadi sesungguhnya, hak kreditor dalam perjanjian utang-
piutang adalah terletak pada bunga atas pinjaman yang telah diberikannya kepada
debitor, sedangkan pokoknya sendiri merupakan hak yang sudah dimilikinya dari
awal sehagar “hak milik”. Namun demikian, kedudukan kreditor dalam perjanjian
Ltang-piutang atau perjanjian kredit menjadi lemah, karena “hak miliknya” telah
berada pada kekuasaan debitor, sedangkan hak kreditor atas bunga sangat
bergantung pada itikad baik debitor dalam melaksanakan kewajibannya.

Atas dasar iniiah, maka dalam setiap perikatan, Iebih khususnya pada
purjanjian ulang piutang atau perjanjian kredit, secara hukum ditentukan bahwa
pada debitor dengan sendirinya lahir “schuld” dan “haftung”. Schuld adalah utang
debitor kepada kreditor dan haftung adalah harta kekayaan debitor yang
dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitor tersebut, Menurut Mariam
Darus Badrulzaman. dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Perikatan,
sctiap debitor mempunyai kewajiban menycrahkan prestasi kepada kreditor,
karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Dalam istilah
asing kewajiban itu disebut Schuld. Disamping Schuld, debitor juga mempunyai
kewaiban  vang lain yaitu Haftung, maksudnya ialah bahwa debitor itu
berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor
sebanyak utang debitor, guna pelunasan utang tadi, apabila debitor tidak
rmemenuhl kewajibannya membayar utang tersebut. Setiap kreditor mempunyai
piutang terhadap debitor. Untuk itu kreditor mempunyai hak menagih piutang

tersebut, Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, disamping hak mcnagih
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(vorderingsrecht), apabila debitor tidak memenuhi  kewajiban membayar
utangnya, maka kreditor mempunyai .hak menagth kekayaan debitor, sebesar
piutangnya pada debitor itu (verhaalsrecht). Menurut para pakar dan
vurisprudensi, Schuld dan Haftung itu dapat dibedakan, tetapi pada hakikatnya
tidak dapat dipisahkan. Asas pokok dari Haftung ini terdapat dalam pasal 1131
BW." Bunyi ketentuan pasal 1131 BW yang termasuk dalam Buku IT BW
Tentang Kebendaan adalah sebagai berikut :

“Segala kebendaan si berutang. baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak. baikyvang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian

hari. menjadi langgungan untuk segala perikatan perseorangan”

Permasalahan sclanjutnya timbul bilamana debitor wanprestasi, sehingga

menyebabkan kreditor dalam upaya untuk melindungi kepentingan dan hak-
haknya, berupaya melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan debitor untuk
menutupi kewajiban debitor yang tidak atau belum terpenuhi. Walaupun secara
hukum dinyatakan bahwa seluruh kekayaan debitor menjadi tanggungan untuk
puiunasan utang debitor, namun dalam prakteknya, eksekusi ini tidaklah mudah,
disamping penguasaan harta kekayaan debitor masih ada dalam kekuasaan
detitor, juga harta kekayaan debitor tersebut demi hukum juga menjadi
tanggungan bagi utang-utang debitor pada kreditor-kreditor lainnya. Jadi, demi
hukum seluruh harta kekayaan debitor adalah menjadi tanggungan bagi utang-
utang debitor pada scluruh kreditor vang berhak. Hal ini secbagaimana
dicantumkan dalam pasal 1132 BW yang berbunvi :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang

yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda ilu
dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang

12, Mariam Darus Badruizaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti,
Bundung, 2001 h, 9
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masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-
asalan yang sah untuk didahulukan.”

Ketentuan pasal 1132 BW ini memberikan kedudukan kepada kreditor
scbagai kreditor konkuren, yaitu bahwa kreditor berhak atas tanggungan harta
kekavan debitor uniuk pelunasan piutangnya sebalas proporsi besarnya piutang
kreditor terhadap keseluruhan piutang kreditor yang berhak. Dalam hal int dapat
saja terjadi bahwa hak yang proporsional ini nilainya lebih kecil dari kewajiban
debitor vang scharusnya diterimanya, manakala barta kekayaan debitor lebih kecil
dibandingkan dengan seluruh kewajibannya pada kreditor-kreditornya. Namun
demikian. pasal 1132 BW il juga telah memberikan jalan secara hukum bagi
kireditor dengan memberikan pengecualian bag kreditor yang mempunyai alasan-
alasan vang sah untuk didahuiukan dari kreditor lainnya. Alasan-alasan yang sah
ini kemudian dikenal dengan hak preferenst dan hak previlege. Hal ini
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1133 BW yang berbunyt “Hal untuk
didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimcwa, dari gadai
dun dan hipotuk.”

Mengenai kedudukan prioritas dari hak istimewa, gadai dan hipotik, diatur
lebih lamut dalam pasal 1134 BW yang menyatakan bahwa *“Hak istimewa adalah
sutawe hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang
sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata
berdasarkan sifat piutangnya. Gada! dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak
istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan
sebaliknya.” Hak istimewa ini dikenal dengan istilah Previlege, sedangkan hak

yang timbul dani gadai dan hipotik dikenal dengan istilah Preferent. Dalam
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kaitannya dengan perjanjian utang-piutang atau pcrjanjian kredit, hal untuk
didahulukan diantara orang-orang berpiutang yang terkait adalah hak preferent
yang timbul dari gadai dan hipotik. Belakangan hak preferent timbul juga dari hak
tanzgungan dan fidusia yang merupakan pengembangan bentuk dari hipotik dan
gadai.

Dalam sistematika Buku [II BW lentang Perikatan, perjanjian utang piutang
atau perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian bernama atau dikenal dengan
istilah “benum de overeenkomsten”, yakni termasuk dalam Perjanjian Pinjam
Meminjam yaitu meminjamkan dengan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal
1765 BW, yang menyatakan bahwa “Adalah diperbolehkan memperjanjikan
bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena
pcinakaian™. Besarnya bunga menurut pasal 1767 BW adalah menurut undang-
undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-
undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam
perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang
tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam
perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. Lebih lanjut ditcntukan dalam pasal
1768 BW bahwa jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga
dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman
diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang. Bunga menurut undang-
undang i1 dinamakan “bunga moratoir”, dimana perkataan “moratoir” itu berarti
kelalalan, sehingga itu berarti bunga yang harus dibayar karena debitor lalai

membayar utangnya.'?

13. R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 130
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Sebagai akibat .dari perjanjian pimjam meminjam, timbulah hak dan
kewajiban. Hak dan debitor adalah untuk menerima pinjaman yang telah
diperjanyikan dart kreditor, sedangkan hak dan kreditor adalah untuk menetima
pengembalian pinjaman yang telah diberikannya kepada debitor termasuk bunga
vang telah diperjanjikan. Kewajiban kreditor adalah sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 1759 BW bahwa “Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta
kembali apa yang teiah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan
dalam perjanjian”, sedangkan kewajiban debitor sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 1763 BW bahwa * Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan
mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada yang
ditentukkan.”. Jika menyangkut perjanjian pinjam meminjam dengan bunga, maka
kewajiban debitor tersebut adalah mengembalikan jumlah dan keadaan yang sama
berikut bunganya. fadi dalam perjanjian pinjam meminjam ini, “waktu” menjadi
indikator yang menentukan “kelalaian” atau “‘wanprestasi” dari debitor, sekaligus
menentukan  saat kreditor berhak untuk meminta kembali apa vang telah
dipinjamkannya dengan suatu upaya tertentu dalam rangka eksekusi harta
kekayaan debitor untuk memenuhi kewajiban debitor yang belum atau tidak dapat
diselesaikan. Dengan kata lain, kreditor tidak dapat melakukan upaya paksa
kepada debitor untuk mengembalikan pinjamannya berikut bunganya, sebelum
lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pengertian pinjam
rivminjam dengan bunga yang diatur dalam BW scbagaimana telah dibahas di
alas, adalah serupa dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan

sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi :
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“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kescpakatan pinjam-meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk

melunast utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan peimberian bunga.”

Menurut asitilah yang uwmum, kedudukan bank dalam perjanjian kredit
disebut dengan kreditor dan pihak fain yang menerima pinjaman dari bank disebut
dengan debitor. Dari bunyt ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang
Perbankan tersebut di atas, dapat ditarik suatu penafsiran bahwa pihak yang
menerima pinjaman dari bank (debitor) berkewajiban untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi bank sebagai kreditor
berhak atas pengembalian dan sekaligus pelunasan piutangnya dengan penerimaan
bunga dan debitor pada waktu-waktu penagihan atau pembayaran yang telah
ditentukan  dalam  perjanjian  kredit. Dengan pengaturan yang demikian,
kedudukan bank sebagai kreditor sebagaimana {elah dibahas di atas adalah sangat
“lemah”. karena bank akan sangat bergantung pada itikad baik dan debitor dalam
mctunas) utangnya termasuk bunga, scbhaliknya pada sist lain “uang™ milik bank
telah berada pada kekuasaan debitor, sedangkan bilamana tclah tcrlewatinya
waklu pengembalian utang, kreditor baru dapat menyatakan bahwa debitor
wanprestasl dan selanjutnya kreditor baru mempunyai hak menagih kekayaan
dchitor schesar pilutangnya pada debitor itu (verhaalsrecht), yang mana hak
menagih atau hak tagih tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi (hak
perorangan atau hak pribadi) yang sulil untuk ditegakan karena akan berbenturan
dengan hak milik atas kckayaan debitor yang merupakan hak kebendaan yang

bersifat lebih kuat dan lebih mudah ditcgakan,; terlebih lagi hak tagih dari bank ini
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hanya menjadikan bank sebagai kreditor konkuren. Untuk itulah berdasarkan
analogt dar1 perkecualian yang dimaksud dalam pasal 1132 BW, maka dalam
pemberian kredit bank akan berupaya untuk mendapatkan hak preferent
sehagaimana dimaksud dalam pasal 1133 BW, yang dalam praktek biasanya
digunakan hak tanggungan, fidusia, gadai dan hipotik.

Dasar hukum yang digunakan bank dalam prakteknya adalah ketentuan
pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mcnyatakan bahwa “Dalam pembernian
kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam
atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk meluasi
utangnya atau mengembalikan pembtayaan dimaksud sesuai dengan yang
diperjanjikan”. Dalam penjelasan dari pasal ini disebutkan bahwa kredit yang
diberikan oleh bank mengandung ristko, sehingga dalam pelaksanaannya bank
harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko,
jaminan pembernian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan
debitor untuk melunasi ulangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan
faktor penting vang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan
tersebut, sebelum membenkan kredit, bank harus melakukan penilaian yang
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari
debitor. Mengingat bahwa agunan menjadi saiah satu unsur jaminan pemberian
kredit maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan
atas kemampuan debitor mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa
barang, proyek atau ltak ragiht yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat yaitu tanah yang bukti
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kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan
sebagal agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak
berkaitan langsung dengan obyek yang dilmayai yang lazim dikenal dengan
“agunan tambahan”. Sedangkan pengertian agunan adalah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan yakni “Jaminan tambahan
vang discrahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”,

Berdasarkan pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pcrbankan dan
penjelasannya, dapat ditafsirkan bahwa lembaga jaminan yang digunakan dalam
praktek perbankan tidak hanya terbatas pada lembaga jaminan yang telah diatur
secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yakni gadai, hipotik, hak
tanggungan dan fidusia, tetapi dapat juga menggunakan lembaga jaminan cessie
vakul berupa pengambilalihan kak tagih debitor vang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan sebagai “agunan”, atau pengambilalihan hak tagih debitor yang
tidak berkaitan langsung dengan obyck yang dibiayai bank scbagai “agunan
tambahan’.

Datam dunia perbankan pada umumnya dan dalam bidang perkrediian pada
khususnyva dimana dilaksanakan hubungan hukum yang berupa utang piutang,
memang pada umumnya nasabah  debitor menjaminkan benda-benda tidak
bergerak maupun benda-benda bergerak sebagai agunan, yang oleh bank
kemudian diukat dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan, Fidusia atau Gadai.
Namun ada kalanya untuk lebih memperkuat jaminan tersebut, nasabah

menyerahkan pula kcpada bank sebagai tambahan dari jaminanannya yakni
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berupa piutang atau hak tagih milik nasabah. Hal demikian ini biasa terjadi
karena disatu pihak nasabah debitor mempunyat utang kepada bank, namun disisi
lain nasabah debitor tersebut mempunyat piutang kepada pihak ketiga.
Penverahan piutang atau hak tagih oleh nasabah debitor kepada bank
menggunakan lembaga Cessie sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 BW.
Cessic piutang atas nama tersebut dimaksudkan sebagai jaminan (tambahan
Jamman) untuk memperoleh kredit. Lembaga jaminan yang dilakukan dengan
jalan dermiktan disebut cessie sebagai jaminan {zekerheidscessie).

Berpangkal pada ketentuan pasal 1131 juncto pasal 1132 BW yang
menyatakan bahwa segala kebendaan st berutang (debitor), baik yang bergerak
maupun vang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan pcrseorangan,
dimana kebendaan lersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
vang mengutangkan padanya (kreditor), pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bag: menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-
masing (proposional), kecuall apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-
asalan vang sah untuk didahulukan yakni scbagaimana dinyatakan dalam pasal
1155 BW yaitu terbit dan hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Ketiga pasal
tersebut merupakan dasar-dasar dari Hukum Jaminan yang melahirkan lembaga-
lembagz 1aminan.

Keberadaan lembaga jaminan ini dimaksudkan agar pemegang hak terhadap
benda yang dibebani jaminan, secara hukum memiliki Hak Kebendaan atas benda

Jaminan atau agunan, schingga pemegang Hak Kebendaan ini memiliki hak
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preferent yakni suatu hak yang dilidungi. secara hukum untuk didahulukan
pclunasan piutangnya atas eksekusi atau penjualan benda jaminan atau agunan
tersebut. Jadi dalam lembaga jaminan im, hak kebendaan dan pemilik sebelumnya
dialihkan kepada pemegang hak jaminan, dalam hal ini kreditor, yakni untuk
menjnal dan mengambil pelunasan akan piutangnya. Penggunaan lembaga
jaminan ini sangat popular digunakan oleh Bank, sebagai salah satu wujud dan
prinsip kehati-hatian bank (prudential banking).

Pada umumnya dalam prakiek perbankan, nasabah debitor menjaminkan
henda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang berwujud
sebagal agunan, vang oleh bank kemudian diikat dengan lembaga jaminan Hak
Tangeungan, Fidusia, Hipotik atau Gadai. Namun demikian hukum juga telah
mengantisipasi untuk penjaminan terhadap benda-benda bergerak yang tidak
berwujud atau tidak bertubuh seperti piutang atas nama, piutang atas tunjuk dan
piutang atas bawa. Untuk piutang atas tunjuk dan piutang atas bawa diatur dalam
pasal 1152 BW wvakni disamping dengan penyerahan suralnya juga dengan
melakukan endossefneﬁ. Sedangkan untuk piutang atas mama diatur dalam
pasal 1153 BW, dimana gadai piutang atas nama harus diletakan dengan
pemberitahuan (betekeing) perihal penggadaiannya kepada si berutang, sebagai

svarat sahnva gadal piutang atas nama.

3. Pengikatan Jaminan Secara Cessie Terhadap Piutang Atas Nama
Dalam praktcknya, pada umumnya orang tidak menghendaki diketahui

bahwa ia mempunyai utang, dan karenanya atas dasar itu dan disamping itu juga
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atas dasar adanya ongkos-ongkos vang perlu dikeluarkan, biasanya tidak
dilaksanakan pcmberitahuan penjaminan tagihan kepada debitornya nasabah
debitor, sampat ada muncul kepailitan atau wanprestasi pada debitor. Untuk
mengatasi hal ini, hukum telah memberikan alternatif dengan menggunakan
lembaga cessie sebagaimana diatur dalam pasal 613 BW, dimana pemberitahuan
(betekening) bukan merupakan syarat sahnya cessie melainkan cessie piutang atas
nama sah terjadi sejak ditandatanganinya akta cessie sedangkan pemberitahuan
(betekening) kepada si berutang (cessus) dapat dilakukan kemudian bila telah
dianggap perlu. Jadi cessie tagihan atas nama sebagai jaminan pada umumnya
tidak diketahui oleh pihak ketiga, lerutama terhadap bagian terbesar dari tagihan-
tagihan, vang diceder oleh nasabah debitor (cedent) kepada bank (cessionaris)
“dengan alas hak umum™, dalam arti tanpa menycbutkannya secara khusus/rinci
tagthan vang dijaminkan. Disamping itu, cessie memberikan kepada cessionaris
hak utuk menagih tagihan yang dicedeer kepadanya, suatu hak yang menurut
[loge Raad tidak dipunyai oleh seorang pemegang gadai, dan hanva bisa dipunyai
oleh pemeoang gadai dengan memperjanjikan kuasa (mutlak) untuk itu, sehingga
gadai saja kurang aman dibanding dengan cessic sebagai jaminan.'*

Jika ketentuan pasal 613 BW mengenai cessie ini disandingkan dengan
ketenwuan pasal 1153 BW yang mengatur mengenai gadai, akan nampak bahwa
ketentuan pasal 613 BW adalah serupa dengan ketentuan pasal 1153 BW, hanva
terdapat perbedaan dalam penekanan mengenai saatnya pemberitahuan akan
peralihan hak itu (betckening) kepada siberutang (cessus), dimana dalam gadai
pemberttahuan itu merupakan syarat sahnya gadai sedangkan dalam cessie

14, ). Satrio (J. Satro 11). Hukum Jaminan_tiak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya
Bak, Bandung, 2002, h. 103
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pemberitahuan itu bukanlah merupakan suatu syarat sahnya cessie, melainkan
cessie sah dan mulai berlaku sejak penandatangan akta cessie, sedangkan
pemberitahuan (betekening) mengakibatkan saat mulai timbulnya akibat hukum
kepada siberutang atas pengalihan piutang itu.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas akan persamaan dan
perbedaan gadai dan cessie ini, dimulai dengan mencari unsur-unsur yang
terkandung dalam gadal plutang atas nama maupun cessie piutang atas nama.
Pengertian gadai piutang atas nama, (iapat diperoleh dengan mengkonsolidasikan
ketentuan pasal 1153 BW dengan pasal 1150 BW, sehingga berbunyi sebagai
benkut :

(iadai atas piutang atas nama adalah suatu hak yang diperoleh seorang
herpiutang atas piutang atas nama yang diserahkan kepadanya oleh seorang
berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang membernkan
kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari piutang
atas nama tersebut sccara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya;
diletakan dengan pemberitahuan perihal pcﬁyi:rahan tersebut kepada
siberutang dalam piutang atas nama itu yang tentang hal pemberitahuan dan
1zinnya dapat dimintakan suatu bukti tertulis.

Dari pengertian gadai piutang atas nama tersebut, didapatkan unsur-unsur
gadai piutang atas nama adalah sebagai berikut :

a.  morupakan penyerahan piutang atas nama dari debitor kepada kreditor ;
b.  memberikan hak preferensi kepada kreditor

¢.  kewajiban pemberitahuan kepada si berutang dalam piutang atas nama
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d. dapat dimintakan bukti tertulis tentang pemberitahuan atau izin tertulis
untuk penyerahan piutang atas nama
Sedangkan pcngertian cessie piutang atas nama didapat dari konsolidasi
ketentuan pasal 613 BW ayat 1 dan ayat 2 adalah sebagai berikut :
Cessie piutang atas nama adalah penyerahan akan piutang atas nama,
dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan,
dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain;
penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan
setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui
dan diakuinya.
Pari pengertian cessie piutang atas nama terscbut, didapatkan unsur-unsur
cessie prutang atas nama adalah scbagai berikut
a.  merupakan penyerahan piutang alas nama dari debitor kepada kreditor ;
b.  dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan ;
c.  beralihnya hak-hak kebendaan (memberikan hak prefercnsi kepada kreditor)
d.  pcmberitahuan kepada si berutang atau persetujuan dan pengakuan secara
tertulis tentang penyerahan piutang atas nama
Dari kedua unsur-unsur dalam gadai piutang atas nama dan cessie piulang
alas nama, pada pokoknya adalah sama terutama mengenai 2 (hal) hal yakni :
a.  merupakan penverahan piutang atas nama ;

b.  beralthn:a hak-hak kebendaan (hak preferensi) ;
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praktek banyak dilakukan secara tertulis demi keamanan kreditor. Dalam
cesste, jika tidak dilakukan pemberttahuan cukup dengaﬁ mendapatkan
persetwjuan dan pengakuan secara tertulis dari si bcrutang mengcnai
penverahan piutang atas nama tersebut kepada kreditor, sedangkan dalam
gadal yang terpenting adalah pemberitahuan itu sendiri, sedangkan bukti
atau jzin tertulis dari si berutang bukan merupakan suatu keharusan karena
tanpa bukti atau 1zin tertulis dengan adanya pemberitahuan gadai adalah sah.
Dari analisa di atas, dapalah dikatakan bahwa cessie merupakan gadai
dengan pengecualian dalam hal saat sahnya penyerahan piutang atas nama dan
pemberitahnannya, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa cessie adalah
gadal prutang atas nama vang penyerahan piutang atas namanya telah sah sejak
ditandatunganinya akta tetapi hak gadainya lahir manakala telah dilakukan
pemberitbuan atau adanya persetujuan dan pengakuan dari si berutang mengenai
penverahan piutang atas nama tersebut. Akibat hukumnya adalah bahwa dengan
cessie teiah terjadi pengalihan hak-hak kebendaan dari debitor kepada kreditor
namun belum memberikan hak preferensi, hak preferensi mana baru ada setelah
dilakukan pemberitahuan kepada si berutang atau adanya persetujuan dan
pengaku:n dari si berutang.
Cesste itu harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi
sahnya ponverahan pada umumnya yaitu e
- acivi i perjanjian yang zakelijk ;
- diokukan  oleh  orang yang wenang untuk menguasai bendanya

(beschiikingsbevoegd) ; dan

5. Sri Soedewi I, gp. cil., h. 67
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- harus berdasarkan alas hak tertentu , misalnya karena adanya perjanjian jual
beli, tukar menukar, penghadiahan, legaat dan fidusia.

Jadi saat tentang adanya (mulainya) cessic dan gadai yang berlaku antara
para pihak dan bagt pihak ketiga itu berlainan mulainya, Cessie mulai pada saat
selesal dibuatnya akia sedang gadai mulai pada saat pemberitahuan. Perbedaan
saal demikian mempunyai arti penting dalam hal terjadi kepailitan. Jadi misalnya
terjadi kepailitan pada cedent setelah dibuatnya akta cessie, cessionaris adalah
aman sesalipun terjadi beslag pada ce_dem, karena hak atas piutang tersebut telah
berpindan pada cessionaris. Juga kepailitan cedent tidak akan mengganggu
cessionaris sekalipun tidak ada pembentahuan kepada debitor (cessus), karena
pemberi:nhwan kepada deitor {cessus) bukan syarat adanya cessie. Lain halnya
pada gu.ln:, lika terjadi kepailitan pada kreditor lama setelah dibuatnya akta
sebelum adanva pemberitahuan pada debitor akan mengganggu kreditor baru
karena vadal belum beralih pada kreditor baru. Keharusan adanya pemberitahuan
demikia: -nwg mcrupakan syarat untuk adanya hak gadai piutang atas nama,
menyebal ot bahwa Fidusia dan Cessic sebagai jaminan lchih banyak disukai
daripad:: :0dui. Dengan adanya syarat yang berat daripada gadai mengenai
plutany 125 nama juga menyebabkan lembaga cessic sebagai jaminan
(zekerse iscossie)  tumbuh  dengan  subumya  dalam  prakiek, mendesak
pertun: .an cadai atas piutang atas nama.'®

). Nirnlah kedudukan daripada gadai mengenai piutang atas nama yang
terdesak . v cessic sebagal jaminan mengenai piutang atas nama, sebagaimana

lazim to: 70 dalam praktek perbankan di Indonesia maupun di luar negeri.

16. Sri Seo owi . op. cit.. h. 69
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Menurut data penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dir. Ny. Sri Soedewi
Masjchoon Sofwan, SH terhadap Kantor Pusat Rabobank di Utrecht Nederland,
“Zekerlicidscessie” dalam urutan lembaga jaminan yang diadakan untuk kredit
yang diberikan juga menduduki kedudukan yang utama. Di Indonesia, Cessie
sebagal swminan juga sangat popular dalam praktek perbankan sebagaimana
nampak .lam Model atau Formul'?r tertentu dar bank-bank tersebut. Jadi kalau
gadal a:s benda-benda bergerak (berwujud) terdesak oleh Fidusia atas benda-
benda bergerak, maka gadai atas piutang atas nama terdesak oleh Cessie sebagai
jaminan. Dan Cessie sebagai jaminan ini lidak lain adalah Fidusia atas piutang

'
atas nan’..

17, % Seecewil op i h. 70
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BAB III
PENJAMINAN SECARA CESSIE

DALAM KAITANNYA DENGAN
PRINSIP HUKUM JAMINAN
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BAB 111
PENJAMINAN SECARA CESSIE

DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP HUKUM JAMINAN

{.  Hakekat Pasal 1154 BW

Hukum sudah mcmberikan “warning”, jika menyalurkan kredit japgan
hanya berdasar pada kepcrcayaan belaka, walaupun kata kredit berasal dari kata
“Crede” yang artinya kepercayaan, melainkan lihatlah keadaan kekayaan
seseorang yang akan memohon kredit, berdasarkan analisis 5C sebagaimana telah
diuraikan di atas. Disisi lain untuk mengetahui kekayaan seseorang itu sangat
sulit, lebth-lebih mengetahui fluktuasi dari keadaan kekayaan orang itu. Untuk itu
Bank wajib meminta “benda tertcntu” dari debitor untuk diikat khusus guna
menjamin pinjaman kreditnya.

Dari jenis-jenis pembagian benda menurut BW, yang paling terkenal adalah
“benda bergerak™ dan “benda tidak bergerak” (pasal 504 BW), yang mempunyai
konsekuensi panjang dalam penjaminannya. Setiap benda dapat dijaminkan atau
dialihkan, asalkan memenuhi syarat-syarat :

- punyat nilai ekonomis, dan

- bisa dialihkan.

Untuk benda-benda tidak bergerak lembaga jaminannya berupa “Hak
Tanggungan™ dan “Hipotk™. Hipotik diatur dalam pasal 1162 BW sampai denigan
pasal 1232 BW, sedangkan Hak Tanggungan diatur secara khusus dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Untuk benda-benda
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bergerak, lembaga jaminannya adalah “Gadai” dan “Fidusia”..Gadai diatur dalam

BW mulat pasal 1150 sampal dengan pasal 1161, sedangkan Hak Fidusia diatur

secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia. Benda bergerak ditentukan karena 2 (dua ) hal yaitu :

a.  karena sifatnya = bisa dipindah-pindahkan (pasal 509 BW)
b.  karena ketentuan UU (pasal 511 BW)
(Gadai sebagaimana diatur dalam pasal 1150 BW sampai dengan pasal 1161

BW, mempunyai ciri-cirt pokok sebagat berikut:

1. Pembentuk UU telah menentukan definisi dalam pasal 1150 BW tentang
Gadai, vakni gadal adalah suatu hak kreditor atas benda bergerak yang
diserahkan kepadanya oleh debitor atau seorang lain atas namanya, dan yang
membenkan kckuasaan kepada kreditor untuk mengambil pclunasan dari
barang tersebut secara didahnlukan daripada kreditor-kreditor lainnya.

2. Obyck gadai adalah benda bergerak, sebagaimana tersurat dari ketentuan
pasal 1150 BW, 1152 BW dan 1157 BW.

Hak (Gadai adalalh Hak Kebendaan

(S

Mengenai hal ini, dalam ketentuan-kectentuan gadai tidak secara eksplisit
menyatakan hal tersebut, namun dapat ditelusuri secara implicit berdasarkan
pasal 1152 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “apabila benda gadai itu
dicuri/hilang, maka pemegang hak gadai dapat menuntut kepada siapapun
yang memegang benda itu”, yang berarti dalam hak gadai ada asas droit de
suit, yang merupakan salah satu cirri Hak Kebendaan. Hak Gadai sebagai

Hak Kebendaan juga dapat juga ditelusuri dari kctentuan pasal 528 BW,
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yang menyalakan bahwa gadai mempunyai suatu kedudukan berkuasa atas
benda, yang berarti mempunyai sifat yang absolul (mutlak).

4. Dalam gadai ada pola “inbezitstelling”, sebagaimana diatur dalam pasal
1152 BW, yang artinva : “benda gadai harus ditarik dari kekuasaan nyata
pithak debitor untuk kemudian diletakan dalam kekuasaan nyata pihak
kreditor atau pthak ke-3 yang disepakali”. Dalam hal ini, tidak berarti benda
gadai harus di tangan kreditor, melainkan dicabut/ditarik dari kekuasaan
nyata pihak debitor dan dilctakan dalam kekuasaan nyata pihak kreditor atau
pihak lainnya. Pola “inbezitstelling” ini merupakan ‘“‘syarat keabsahan
gadai” dan perjanjian gadai merupakan “perjanjian riil”

Memenuhi asas “openbaarheid” atau “publisitas” yang merupakan syarat

LA

dar1 hak kebendaan,

6.  Yang wenang menjaminkan / menggadaikan adalah “pemilik”, dikarenakan
gadal adalah terhadap benda bergerak, maka pengaruh pasal 1977 BW tidak
dapat diabaikan. Jtka yang menggadaikan itu tidak wenang berbuat
menggadaikan, maka kreditor tidak dapat dipertanggungjawabkan (pasal
1152 ayat 4 BW).

7. Pepanjian gadai merupakan “perjanjian accesoir”, dimana perjanjian
pokoknya yakni perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit dapat
digunakan sebagai bukii adanya perjanjian gadai.

8  Pada prinsipnya satu benda bisa dijaminkan secara gadai berulang-ulang.
Hal ini dapat ditelusuri dari ketentuan pasal 1152 BW, dari penggalan

kalimat “atau pihak ketiga yang disepakali”, yang mcnsiratkan bahwa gadai
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dapat dilakukan berulang-ulang. Karenanya dalam perjanjian gadai harus

dinyatakan secata tegas si penerima gadai (kreditor), walaupun tidak banyak

berarti karena adanya pasal 1152.

9. Apabila debitor wanprestasi, maka kreditor tidak boleh sendiri mcmiliki
benda gadai itu (pasal 1154 BW). Umumnya jumlah pinjaman lebih kecil
dari nilar jaminan.

10.  Apabila debitor wanprestasi, maica kreditor diberi wewenang untuk menjual
sendiri benda gadai (para cksekusi), berdasarkan pasal 1155 BW. Para
eksekusi dalam gadai Jahir karena UU, artinya walaupun tidak diperjanjikan,
hak kreditor (untuk menjual) itu tetap melckat.

Il. Kreditor gadai punya “HAK RETENSI”, yaitu wewenang untuk tetap
menahan benda gadai sampai dengan hutang pokok, bunga dan biaya-biaya
dilunasi, scbagaimana diatur dalam pasal 1159 BW.

12, Hak gada: udak dapat dibagi-bagi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1160
BW, yang berarti dengan dilunasi sebagian hutang, tidak membawa akibat
dibebaskannya sehagian dari benda gadai.

Ketentuan-ketentuan di atas, pada umumnya untuk benda-benda bergerak
yang berwujud. Namun demikian BW telah mengantisipasi untuk benda-benda
bergerak yang tidak berwujud atau tidak bertubuh, berdasarkan ketentuan pasal
1153 BW, vang berbunyi :

“"Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-

surat tunjuk atau surai-surat bawa, diletakan dengan pemberitahuan perihal

penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus

dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tcrscbul serta
tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis™
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Ketentuan pasal 1153 BW tersebut di atas, menyiraltkan bahwa terhadap
benda-benda tak bertubuh selain surat tunjuk atau surat.bawa, karenanya dapat
ditafsirkan termasuk di dalamnya piutang-piutang atas nama, dapat digadaikan
dengan pcmberitahuan kepada si berutang (dcbitor) dari piutang-piutang atas
nama tersebut, vang sebagai bukti atas pemberitahuan atau izin dan si berutang
(debitor) dapat dimintakan bukti tertulis. Ketentuan ini adalah serupa dengan
ketentuan pasal 613 BW vyang dikenal dengan istttah CESSIE, sehingga untuk
piutang-piutang atas nama, dalam prakteknya khususnya dalam dunia perbankan
banyak digunakan lembaga CESSIE. Ketentuan pasal 613 BW berbunyi sebagai
herikut :

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kcbendaan tak bertubuh
lainnya, dilakukan dengan jalan membuat scbuah akta otentik atau dibawah
tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang
lain. Penyerahan vang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan
setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis
drsetujui dan diakuinya.

Penggadaian piutang atas nama, walaupun sesuai ketentuan pasal 1153 BW
diwajibkan untuk memberitahukan kepada si berutang, dalam kenyataannya
kreditor sebagai pemegang gadai piutang atas nama tidak dapat melakukan
eksekusi terhadap piutang atas nama, karena pihak yang dapat mengeksekusi
adalah phak yang namanya tercantum dalam piutang alas nama itu. Dengan
demikian posisi kreditor menjadi lemah.

Untuk memperkuat posisi kreditor, maka antara pemegang piutang atas

nama (misal A) dengan pcnenima penerima penyerahannya (misai Z) dibuat
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“Perjanjian Cessic” dan diberitshukan (betekening) Kepada debitor lama
(misal B), sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 BW.

Berdasarkan pada pasal 613 BW berarti telah

Kreditur ' Debitur
DO B o
Piutang’ o terjadi pemindahan hak milik piutang atas
Atas nama ‘%% 7
nama. Hal ini nampaknya bertentangan dengan
L
. il pasal 1154 BW, dimana kreditor tidak boleh
Z
Kreditor Baru menguasai / menjadi pemilik dari benda gadai

(perlindungan  terhadap Debitor). Namun demikian sesungguhnya pada

hakckainya tidak berbeda. Hal ini didasarkan pada analisis sebagai berikut :

- Pasal 1154 BW dilahirkan dengan latar belakang bahwa pada saat terjadinya
gadal, nilai dari piutang (nilai dari benda gadai) belum dapat dipastikan,
habkan pada umumnya nilai benda gadar lebih tinggi dari nilai utang
(umumnya nilai utang diberikan maksimum 70 % dari taksiran nilai benda
gadai).

=  Sedangkan untuk piutang atas nama, nilainya sudah tertentu, oleh karcnanya
tidak diperlukan ketentuan pasal 1154 BW, melainkan dapat langsung
dipindahkan haknya kepada kreditor baru, dengan persyaratan memenuhi

kclentuan pasal 613 BW,

2. Cessie Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor
Berdasarkan pada kectentuan pasal 1153 BW juncto pasal 613 BW, maka
dapat dikatakan bahwa Ccssie merupakan suatu lembaga jaminan yang memiliki

kekuatan seperti Gadai, dan karenanya melahirkan suatu Hak Kebendaan, dimana
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pemegang Cessie scbagaimana halnya pemegang Gadat dapat melakukan para
eksekust dalam kaitan untuk mencgakan hak-hak kebendaannya. Kita juga bisa
menyebut  “cessie tagihan atas nama” sebagai jaminan hak gadai semu
{oneigelijke pandrecht). Posisinya sama dengan penyerahan dengan constitutum
possessorium, tetapi pada cessie tagihan sebagai jaminan tidak ada constitutum
posscssorium. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. Cessie sebagai
cara penyverahan tagihan atas nama dan benda tidak bertubuh mempunyai droit de
suite tanpa pemberitahuan (pasal 613 KUH Perdata), dalam arti, hak milik atas
tagihan yang dicedeer sudah beralih kepada cessionaris, walaupun belum ada
pemberitahuan kepada cessus, tetap: penggadaian tagihan atas nama harus dengan
memberitahukannyva kepada cessus (pasal 1153 KUH Perdata),"®

Kekuatan cessie sebagai sesuatu perbuatan hukum yang melahirkan Hak
Kebendaan, dapat juga dianalisis dari cara-cara memperoleh hak milik
sebagaimana diatur dalam pasal 584 BW. Di atas telah dikemukakan bahwa hak
milik mcrupakan hak kebendaan yang terkuat dan paling sempurna, sebagaimana
dinvatakan dalam pasal 570 BW. Cara-cara memperoleh hak milik menurut pasal
584 BW adalah dengan 5 (lima) cara yakni dengan :
- pemilikan ;
- perlekatan ;
- daluwarsa :

- pewarisan batk menurut undang-undang maupun surat wasiat ; dan

18 ). Satmio II, op. cit. h. 102
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- penunjukan atau penyerahan bcrdasar atas suatu peristiwa perdata untuk
memindahkan hak milik, dilakukan olch seorang yang berhak berbuat bebas
terhadap kehendan itu.

Cara memperoleh hak milik menurut cara terakhir adalah penunjukan atau
penyerzhan (levering) berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan
hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendan
it. Untuk hak milik berupa piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh
lainnya, ditentukan menurut pasal 613 BW yang dikenal dengan istilah cessie.
Dengan demikian cessie merupakan Perjanjian Kebendaan  (zakelijke
overeenkomst) yang dengan sendirinya melahirkan hak kebendaan, sebagai akibat
dari penyerahan hak-hak kebendaan atas piutang atas nama. Perjanjian Kebendaan
adalah perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan menghapuskan hak-hak
kebendaan. Dalam penyerahan hak-hak kebendaan ini (levering) yang penting
diperhatikan adalah svarat untuk beralihnya hak kcbendaan yaitu :

1. adanya atau berdasarkan suatu peristtwa perdata (rechtstitcl) yang
memmbulkan kewajiban levering ; dalam prakiek perbankan peristiwa
perdata tersebut adalah perjanjian kredit yang mewajibkan debitor untuk

menyerahkan hak miliknya sebagai agunan atau jaminan kredit ;

I~

dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendan itu
atau dengan kata lain yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan
pemilikan (beschiking bevoegd)

3. khusus unmk piutang atas nama, dilakukan dengan jalan membuat sebuah

akta otentik atau di bawah tangan (akta cessie)
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Berdasarkan analisis terhadap cessi di atas, maka penggunaan cessie sebagai
lembaga jaminan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum jaminan, atau
dengan kata lain cessie memenuhi asas-asas hukum jaminan yakni
1. membenkan kckuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari

barang (piutang atas nama) tersebut secara didahulukan daripada kreditor-

kreditor lainnya (Hak Prefercnsi) ;

2. Obyek cessie serupa dengan gadai adalah benda bergerak yakni piutang atas
nama, sebagaimana tersurat dari ketentuan pasal 1153 BW :

3. Hak yang lahir dari cessie adalah Hak Kcbendaan (pasal 613 BW jo pasal
584 BW) ;

4. Dalam cessic ada pola “inbezitstelling”, schagaimana diatur dalam pasal 613
BW jo pasal 584 BW, yang artinya : “piutang atus nama harus ditarik dari
kekuasaan nyata pihak debitor untuk kemudian diletakan dalam kekuasaan
nyata pihak kreditor atau pihak ke-3 yang disepakati”, yang merupakan
“svarat keabsahan cessie” dimana perjanjian cessie adalah “perjanjian riil”;

5. Memenuhi asas “openbaarheid” atau “publisitas” yang merupakan syarat
dan hak kebendaan, dengan adanya pemberitahuan (betckening) ;

0. Yang wenang menyerahkan adalah “pemilik” dari piutang atas nama. Jika
yang mencessikan itu tidak wenang berbuat, maka kreditor tidak dapat
dipertanggungjawabkan (pasal 584 BW).

7. Perjanjian cessic merupakan “perjanjian accesoir”, dimana perjan]ian
pokoknya yakni perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit dapat

digunakan sebagai bukti keharusan adanya perjanjian cessie.
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8. Apabila debitor wanprestasi, maka kreditor tidak boleh sendiri memiliki
benda jaminan itu (pasal 1154 BW). Namun dikarenakan nila.i piutang atas
nama sudah pasti, ketentuan ini sesungguhnya tidak diperlukan lagi.

9. Apabila debitor wanprestasi, maka kreditor diberi wewenang untuk menjual
alau “mencairkan” sendiri piulang atas nama terscbut (para eksekusi),
berdasarkan pasal 584 BW jo pasal 1155 BW. Para eksekusi dalam cessic
lahir karena UU, artinya walaupun tidak diperjanjikan, hak kreditor (untuk
menjual atau mencairkan piutang atas namay itu tetap melekat.

10. Kreditor cessic (cessionaris) punya “HAK RETENSI”, yaitu wewenang
untuk tetap menahan piutang atas nama sampai dengan hutang pokok, bunga
dan biaya-biaya dilunasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1159 BW.

11.  Hak cessie tidak dapat dibagi-bagi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1160
BW, yang berarti dengan dilunasi sebagian hutang, tidak membawa akibat

dibebaskannva sebagian dart piutang atas nama tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, nyatalah bahwa cessie memenuhi asas-asas
hukum jaminan oleh karenanya cessic dapat digunakan sebagai jaminan
(zekerheidscessie) dan menjadi salah satu lembaga jaminan yang keberadaannya
secara hukum sah dan diakui yakni scbagai bentuk gadai semu (oneigelijke
pandrecht) dan dapat digunakan sebagai “agunan”, namun dalam prakteknya
banyak digunakan sebagai “agunan tambahan”. Cessie sebagai lembaga jaminan
vang digunakan dalam praktck perbankan, memberikan kedudukan bank sebagai
kreditor pencrima cessie (Cessionaris) adalah kreditor preferent atas piutang atas

nama yang discrahkan tersebut. Cessie digunakan sebagai konstruksi hukum
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lembaga jaminan dalam perbankan scmata-mata untuk melindungi kepentingan

bank sebagai kreditor yakni dengan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

1. Dengan Cessic, Bank sebagai kreditor (cesstonaris) memiliki Hak
Kebendaan, artinya kreditor memiliki Hak Preferensi yaitu hak untuk
didahulukan pelunasan piutangnya, bahkan kreditor langsung menguasai dan
dapat mengeksekusi hak-tagih dart st berutang (Cessus).

2. Dengan Cessie maka Bank sebagai kreditor akan dapat mengeliminir itikad
buruk Debitor untuk menjual atau mengalihkan kekayaannya berupa piutang
atas nama kepada pthak lainnya, sehingga kreditor tidak perlu menggunakan
upaya actio pauliana.

3. Dengan Cessie maka Bank scbagai kreditor akan terlindungi dari
kekurangan atas pelunasan piutangnya, manakala eksekusi tcrhadap hak
tanggungan dan/atau hak fidusia yang dimilikinya tidak mencukupi
kewajiban debitor atan berkurang nilainya dikarenakan dipotong piutang-
piutang vang diistimewakan (previlege) vang harus dibayar terlebih dahuluy,
seperti biaya perkara, biaya lelang, bea-bea lainnya yang ditetapkan oleh

Negara, dan hiaya penyelamatan benda gadai.

Tanggung Gugar Cedent dan Cessus

Perjanjian cessie merupakan perjanjian accesoir, yang berarli keberadaannya
bergantung pada perjanjian pokoknya yang pada umumnya adalah perjanjian
utang-piutang. Oleh sebab itu manakala debitor wanprestasi terhadap perjanjian

pokoknya, maka Kreditor sebagai Cessionaris dapat melakukan eksekusi terhadap
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piutang atas nama yang telah dicederkan oleh debitor dalam kedudukan sebagai
Cedent dalam pemnjanjian cessie atas piutang atas nama terhadap Cessus.
Penycrahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara sebagaimana diatur
dalam pasal 613 BW, memiliki arti bahwa dengan penyerahan tersebut krediior
(Cessionaris) dengan sendirinya lelah atau secara langsung memiliki bezit
(pemegang hak milik) atas piutang alas nama yang diserahkan tersebut. Kreditor
sebagai pemegang hak milik dengan sendirinya mempunyai hak kebendaan yang
bersifat mutlak, droit de suite, prioritas dan prcfcrcns.i. Dengan demikian kreditor
(Cessionaris) dapat dengan sendirinya atas kekuasaan yang melekat pada dirinya
scbagal bezitter (pemegang hak milik) dapat melakukan tindakan hukum untuk
menjual atau mencairkan sendiri piutang atas nama bagi pclunasan piutangnya
apabila debitor wanprestasi sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit.
Bilamana piutang atas nama yang dicederkan tersebut bersifat terbuka artinya
terhadap seluruh piutang atas nama dari Cedent terhadap pihak ketiga (Cessus)
baik vang telah ada maupun yang akan ada, maka tanggung gugat dcbitor
(Cedent)} adalah sampai terlunasi seluruhnya kewajiban debitor (cedent) kepada
kreditor (Cessionaris). Selama belum lunas, maka kreditor tetap mempunyai Hak
Rctensi yaitu wewenang untuk tetap menahan piutang atas nama sampai dengan
seluruh kewajiban debitor (Cedent) lunas.

Penyerahan piutang atas nama dengan cara Cessie meliputi segala hak
kebendaan yang ada. artinya jika piutang atas nama tersebut tclah dijamin dengan
hak-hak kebendaan seperti Hak Tangungan atau Fidusia, maka hak-hak

kebendaan terscbut akan turut beralih menjadi hak kreditor (Cessionaris). Hal ini
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akan memberikan jaminan dan memudahkan kreditor schagai Cessionaris dalam
mengeksekus: piutang atas nama, khususnya bila Cessus témyala wanprestasi
terhadap Cedent, yang berarti Cessus dengan sendirinya melakukan wanprestasi
terhadap Cessionaris. Kesulitan akan timbul bilamana atas piutang alas nama
tersebut tidak dijamin dengan hak-hak kebendaan, artinya berdasarkan pasal 1132
BW maka kedudukan Cessionaris adalah sebagai kreditur konkuren terhadap
Cessus. Dalam hal demikian maka Cessus bertanggung gugat atas seluruh harta
kekayaannya sebagal pelunasan lerhadap seluruh kreditornya termasuk
Cesstonaris yang besarnya proporsional dengan jumlah piutang atas nama yang

menjadi hak Cessionaris.

3. Kepemilikan Obyek Jaminan Dalam Cessie

Cessie sebagaimana telah diuratkan di atas, memenuhi asas-asas hukum
jaminan. Cessie mejahirkan hak kebendaan yang memberikan kcpada pemegang
cessie (cessionaris) suatu hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dalam hal
debitor (ccdent) wanprestasi, dimana kreditor dibcri. wewenang untuk menjual
atau “mencairkan” sendiri piutang atas nama tersebut (para eksekusi), berdasarkan
kekuatan pasal 584 BW jo pasal 1155 BW. Secara sepintas seolah-olah cessie
bertentangan dengan asas bahwa apabila debitor wanprestasi, maka kreditor tidak
boleh sendiri memiliki benda gadui ity (pasal 1154 BW) dan oleh karena itu untuk
memperoleh pelunasannya, kreditor wajib melakukan penjualan aras benda gudu:
secara dimuka uwmum atau lelang, i pasar atau bursa dan cara lain yang

ditentukan dalam perjanjian (pasal 1155 BW). Namun sesungguhnya
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schagaimana telah diuratkan di atas, cessie tidak bertentangan dengan gadai
khususnya tcrhadap pasal 1154 BW dan pasal 1155 BW, dikarenakan piutang atas
nama tersebut nilainya sudah pasti sebagaimana tcrcantum dalam warkahnya,
sehingga kreditor tidak perlu menggunakan jasa lelang, melainkan dapat langsung
mengeksekusinya dalam arti mencairkannya dari cessus unluk kepentingan
kreditor.

Berdasarkan pada cara-cara memperoleh hak milik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 584 BW diantaranya dengan cara penyerahan berdasar atas rechtstitel
tertentu oleh  orang yang wenang melakukan perbuatan  pemilikan
(beschikkingbevoegd), dimana untuk penyerahan piutang atas nama harus
dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 613 BW, maka berarti
bahwa dengan penverahan tersebut kreditor dengan sendirinya telah atau secara
langsung “memiliki bezit” (pemegang hak milik) atas piutang atas nama yang
diserahkan terscbul. Kreditor sebagal pemegang hak milik dengan scndirinya
mempunvar hak kebendaan yang bersifat mutlak, droit de suite, prioritas dan
preferensi. Dengan kata lain kreditor dapat dengan sendirinya atas kekuasaan yang
melckat pada dirinva sebagai bezitter (pemegang hak milik) dapat melakukan
tmdakan hukum untuk menjual atau mencairkan sendiri piutang atas nama bagi
pelunasan piutangnya apabila debitor wanprestasi sebagaimana diperjanjiakan
dalam perjanjlan kredit. Hal ini pula yang merupakan salah satu sebab mengapa
cessie banyak digunakan dalam praktek perbankan, yakni dikarenakan tidak ada
biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam mengeksekusi piutang atas nama yang

telah diserahkan atau dijaminkan secara cessie tersebut. Dengan adanya syarat

Tesis Cessie sebagai alternatif.... Andrika Satriya Nugraha



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

yang berat daripada gadai mengenai piutang atas nama juga mcnyebabkan
lembaga cessie sebagai jaminan (zakerheidscessie) tumbuh suburnya dalam
praktek mendesak pertumbuhan gadai piutang atas nama."”

Dalam melakukan eksckusi terhadap obyek jaminan dalam cessie, juga perlu
diperhatikan kedudukan si berpiutang (cedent) dengan si berutang {(cessus),
apakah cedent sebagai kreditqr prelerent ataukah sebagai kreditor konkuren.
Secara hukum dengan dilakukannya cessie berarti terjadi pengalihan kreditor dari
si berpiutang atau kreditor lama (cedent) kepada bank kreditor scbagai kreditor
baru (cessionaris) dan tidak terjadi perubahan pada si berutang (cessus), maka
perjanjian antara ccssus dan cedent tetap mengikat diantara cessus dengan
cessionaris. termasuk juga perjanjian-perjanjian kebendaan yang merupakan
perjanjian accessoir dari perjanjian utang plutang antara cessus dengan cedent.
Walaupun kreditor (cessionaris) sebagai pemegang piulang atas nama (bczitter)
dapat langsung mengeksekusi piutang atas nama untuk kepentingannys sendiri,
tetapr tetap tunduk kepada ketentuan pasal 1132 BW, yakni bank sebagai kreditor
(cessionaris) akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren terhadap cessus,
kecuali bank memiliki hak-hak preferent atas cessie piutang atas nama tersebut.
Bilamana bank atas cessie piutang atas nama tersebut memiliki hak prefercnt
seperti hak gadat, hak hipotik, hak tanggungan atau hak fidusia, maka posisi bank
sebagai kreditor akan aman, sebaliknya jika atas piutang atas nama yang dialihkan
secara cosdte tersebut hanya merupakan hak tagih biasa yang bersifat hak pribadi,
maka bank dapat menemui permasalahandalam eksekusi piutang atas nama

tersehut.

19 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op. cit, h. 69
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Hal lainnya yang harus diperhatikan dalam eksekusi piutang atas nama oleh
kreditor adalah masalah perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang
terhadap pemegang hak milik (bezitter). Hal ini peting untuk dipahami mengingat
hal ini untuk menentukan siapa yang berhak melakukan perbuatan hukum
kepemilikan atas piutang atas nama yang dialihkan dengan cessie. Pasal 1977 BW
mengatur bahiwa “I'crhadap benda bergeFak yang tidak berupa bunga maupun
piutang yvang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barangsiapa vang
menguasainya dianggap scbagai pemiliknya”. Artinya Bahwa hezit berlaku
sebagal title vang sempurna. Dengan ketentuan seperti itu berarti bahwa atas
benda bergerak yang tidak dikecualikan oleh pasal 1977, kadaluwarsanya
disurutkan sehingga nol tahun,*®

Hukum pada hakikatnya merupakan perlidungan kepentingan, namun dalam
banvak peristiwa, hukum terpaksa harus memilih diantara beberapa kepentingan
vang saling bertcntangan. Perlindungan terhadap yang satu seringkali berarti
mengorbankan kepentingan yang lain. Disamping itu di dalam hukum berlaku
asas : “orang vang beritikad baik dilindungi” yang diatur dalam pasal 533 BW,
Pasal 1977 BW tersebut di atas berkaitan erat dengan masalah, siapakah yang
hendak dilindungi, apakah pemilik asal atau pihak ketiga 7 Menurut teori
Diephusy / Meijers, perlindungan diberikan kepada bezitter atau pemegang hak
milik. karena bezitter adalah pemilik. Untuk piutang atas nama, Pilto dalam
bukunyva Zakenrecht menuliskan para sarjana berpendapat bahwa disini tak ada
alasan untk menyimpang dari ketentuan umum, sehingga disini tetap berlaku
asas : “nemo plus iurist”, yang tak lain berarti bahwa levering baru sah kalau yang

20. ). Satrio I, op. cit. h. 21
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mengoperkan mempunyai kewenangan beschikking. Jadi, untuk tagihan atas
nama, barangsiapa mau mengoper suatu piutang atas nama wajib untuk
menyelidiki apakah orang yang menawarkan piutang atas nama tersebut benar-
benar orang yang wenang mengambil tindakan beschikking atasnya.”!

Tagihan atas nama adalah hak-hak atas nama tetapi tidak terdaftar, artinya
tidak ada suatu daltar yang tersendirt misalnya dalam suatu register umum Daftar
Pemilik Kendaran Bermotor, dimana orang dapat melihat siapa pemilik dari
tagihan yang bersangkutan. Kata “atas nama” disini hanya berarti bahwa yang
mempunyai tagihan orangnya tertentu dan dikenal oleh debitor. Jadi yang
terpenting untuk diperhatikan dalam cessie pilutang atas nama adalah bahwa
syaratnya “bukan penyerahan dari pemilik (bezitter) tetapt dari orang vang
wenang mengambil tindakan pemilikan (beschikkingbevoegd)”.

Berdasarkan pada hukum, untuk penyerahan piutang atas nama, jika pihak
vang menyerahkan adalah pihak yang sah yakni pihak yang memiliki
heschikkingbevocgd atau dengan kata lain orang yang namanya dimaksud dalam
plutang atas nama itu dan diakui secara sah oleh dcbitor (cessus), maka Bank
sebagai kreditor (cessionaris) akan memiliki bezit atas piutang atas nama tersebut.
Walaupun demikian, sccara hukum, pemegang bezit dalam hal ini kreditor tidak
serta merta dapat melakukan eksekusi dari piutang atas nama tersebut, karena
vang paling berhak adalah pihak yang memiliki beschikkingbevoegd atau orang
yang namanya tercantum dalam pintang atas nama itu, schingga untuk dapat
memberikan akibat hukum kepada debitor (cessus) maka berdasarkan pasal 613

BW harus dilakukan pemberitahuan (betekening) terlebih dahulu kepada cessus

21. 1 Satrie I, op_¢it, h, 27
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sebclum melakukan eksckusi. Ifal it pula yang menyebabkan mengapa dalam
cessic, pemberitahuan (betckening) ditakukan pada saat akan melakukan eksekust,

dan karena hal ini pula cessie banyak dipilih dalam praktek perbankan.

4.  Piutang Atas Nama Schagai Obvek Fidusia

Dalam sejarah pertumbuhannya lembaga cessic sebagal jaminan 1ni
schagaimana dikenal dalam praktek perbankan dan praktek notanat ternyata telah
dikenal s¢jak tahun 1874 jauh sebelum timbulnya lembaga Fidusia. Bahkan dalam
pelaksanaannya dalam praktek lembaga cessie ini tidak begitu banyak
menimbulkan keberatan-kcberatan dan penolakan-penolakan dar para pengarang
dan vurisprudensi seperti halnya yang pemah dialami oleh Fidusia. Keberatan
utama vang biasanya dilancarkan terhadap Fidusia tidak terjadi pada cessie, yaitu
kcberatan bahwa penyerahan dengan costitutum prossessorium itu menimbulkan
gambaran yang palsu mengenai keadaan bezitnya. Karena pada cessie demikian
atas hak atas piutang atas nama itu dengan syarat tertentu (akta pemberitahuan)
disedir kepada s kreditor dan kekuasaan atas piutang tersebut berada pada
kreditor. Menurut para pengarang jika cessie itu memang dimaksudkan sebagai
Jaminan maka maksud tersebut harus diberitahukan kepada debitor agar debitor
ﬁqellgeta}lllinya dan mcmperoleh akibat-akibat ukum sebagaimana halnya
lembaga-lembaga jaminan lainnya, yaitu dengan dibayamya perutangan pokok
oleh cedent maka cessie sebagai jaminan ini juga akan hapus dan benda jaminan

itu otomatis akan kembali kepada debitor tanpa adanya rctro-cessie terlcbih
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dahulu. Jadi cessic sebagai jaminan ini dianggap dibuat dengan syarat yang
memutus atau dengan “ontbindendevoorwaarde”,

l.emhaga Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Janinan Fidusia (selanjutnya cukup disebut UU Fidusia). Dalam
penjelasan umum dari UU Fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia telah
digunakan di Indonesia sejak zaman penjajaban Belanda scbagai suatu bentuk
jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas
dalam iransaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap
sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hokum.
Lembaga Fidusia memungkinkan kepada Pemberi Fidusia untuk menguasai
Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari
pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Sebelum undang-undang ini
dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia adalah
benda bergerak vang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda
dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu,
guna ‘memenuhl kebutuhan masyarakat yang terus bcrkembang, maka menurut
undang-undang ini Obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu
benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tak
bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Dalam pasal 1 angka 1 UU Fidusia disebutkan bahwa Fidusia adalah
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

kctentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam

22 Sri Soedewi I, op. cit, h. 70
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penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia diberikan
dalam pasal 1 angka 2 UU Fidusia yakni Jarmnan Fidusia adalah hak jaminan atas
benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujuid dan benda tidak
bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam pcnguasaan Pemberi Fidusia, sebagai
agunan bagl pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur laiﬁnya. Pengertian dart
benda yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 UU Fidusia yakni benda
adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud, yang terdafiar maupun yang tidak terdaftar, yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
atau hipotek.

Dari pengetian fidusia dan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia di
atas, dapat disimpulkan bahwa terrnasuk juga sebagai obyek fidusia adalah
piutang atas nama sebagai salah satu bentuk benda bergerak yang tidak bertubuh
atau berwuyjud. Pengertian Fidusia ini sejalan dengan ketentuan pasal 584 BW
mengenal cara memperoleh hak milik yakni diantaranya dengan penunjukan atau
penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik,
dilakukan oleh scorang vang berbuat bebas terhadap kebendaan itu; dalam hal ini
adalah Pemberi Fidusia Jika hal ini dikaitkan dengan pasal 613 ayat (1) BW
mengenai penyerahan untuk piutang atas nama yang harus dilakukan dengan

membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, maka ketentuan pasal 613
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ayat (1) BW i telah diakomodir dalam pasal 5 ayal (1) UU Fidusia yang
menyatakan pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akia
notaries dalam Bahasa Indoncsia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Benda
yang memjadi Obyek Jaminan Fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan
Fidusia ini yakni dilakukan dengan mengidentifikasikan Renda tersebut dan
dijclaskan mengenai surat bukti kepemilikannya (pasal 6 huruf ¢ UU Fidusia dan
penjclasannya).

Dalam Fidusia terhadap piutang atas nama tidak diatur mengenai keharusan
untuk melakukan pembentahuan kepada pihak yang berutang yang dimaksud
daiam piutang atas nama tersebut (betockemng), agar mempunyai akibat hokum
kepada si berutang. Walaupun dalam UU Fidusia untuk melidungi kepentingan
kreditor, diatur bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib
didafiarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (pasal 11 jo pasal 12 UU Fidusia),
namun dalam prakteknya untuk Obyek Fidusia berupa piutang atas nama yang
menjadi acuan adalah besarmya nilai penjaminan {idusia atas hak-hak tagih debitor
kepada si berutang yang wmnummya cukup dinyatakan dalam suatu Surat
Pernyataan mengenar hak-hak tagih debitor kepada para si berutang-nya dan
ditandatangi debitor di atas materei yang cukup. Artinya, berdasarkan pengertian
fidusia, maka piutang atau hak-hak tagih yang sebenarnya tetap berada pada
Pemberi Fidusia, yang karcna kebutuhan usahanya tetap dapat digunakannya
namun secara hokum akan sclalu berganti dengan piutang baru yang dimilikinya

kepada prhak lain yang besamya tetap sebesar nilai penjaminan fidusia. Jadi
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dalam Fidusia, betekening bukanlah merupakan hal yang utama, melainkan baru
akan dilakukan jtka kreditor memerlukannya dalam hal debitor wan prestasi. |

Denikianlah dalam prakiek, untuk piutang atas nama dikarcnakan unsur-
unsur cessie merupakan bagian darn unsur-unsur fidusia, diantaranya adalah
hahwa salah satu obyek jaminan fidusia adalah sama dengan obyek jaminan
secara cesstc, maka fidusia atas piutang atas nama juga ada digunakan scbagai
bentuk lembaga jaminan dan dapat diterima secara hukum. Secara hokum dapat
dikatakan bahwa fidusia atas piutang atas nama merupakan bentuk baru dart
cessie piutang atas nama dengan pengecualian bahwa obyek jaminan dalam hal ini
piutang atas nama terscbut dalam fidusia secara nyata-nyala tetap dalam
penguasaan Debitor sebagai Pemberi Fidusia. Sahnya fidusia atas piutang atas
nama adalah sama dengan cessie yakni dimulai sejak saat ditandatanganinya Akta
Jaminan Fidusia, sedangkan betokening dapat dilakukan kemudian bilamana
debitor wanprestasi untuk memberikan akibat hokum si berutang.

Ial fainnya yang perlu mendapat perhatian dari Fidusia atas piutang atas
nama adalah kctentuan mengenai ketentuan pasal 33 UU Fiduisa yang
menyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kcwenangan kepada Penerima
Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi Obyek Fidusia apabila dcbitor cidera
Jjanji, batal demi hokum. Artinya dalam UU Fidusia tidak diperkenankan s
berplutang (Kreditor scbagai Penerima Fidusia) memiliki barang yang dibebani
fidusia. Hal ini mengingatkan pada ketentuan pasal 1154 BW sebagaimana telah
dibahas dalam sub bab 1 di atas. Dengan demikian untuk fidusia piutang atas

nama, dimana untuk pivtang atas nama tcrsebut nilainya sudah tertentu, oleh
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karenanya ketentuan pasal 33 uu Fidusia terscbut dapat diabaikan dalam
pelaksanaanya, sehingga piutang atas nama tersebut dapat langsung dipindahkan
haknya kepada kreditor, dengan persyaratun memenuhi ketentuan pasal 613 BW
ayat (2} yakni melakukan betckening terhadap si berutang. Oleh karcna itu dalam
eksckusi terhadap piutang atas nama sehagai obyek Jaminan Fidusia jika debitor
wanprestasi, tidak diperlukan penjualan meclalui pelelangan umum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 29 UU Fidusia, mclainkan Kredilor sebagai Penerima
Fidusia dapat langsung menguasasi atau mcmiliki sendini piutang alas nama
tersebut sebesar nilai penjaminan yang ada. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal
584 BW mengenai pengalihan atau penyerahan hak milik sebagai salah satu cara
untuk memperoleh hak milik. Dengan demikian sesungguhnya Cessie sebagai

Jaminan m tidak lain adalah Fidusia atas piutang atas nama.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan
a.  Cessie dalam prakiek perbankan digunakan sebagai satah satu lembaga
jaminan sebagai “agunan lambahan_“, dimana cessie piutang atas nama
dikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu
(oneigelijke pandrecht), posisinya sama dengan penyerahan dengan
constitutum possessorium, letapi pada cessie tagihan sebagai jaminan
tidak ada constitutum possessorium. Tujuannya juga berbeda dan
mempunyai dua sisi. Cessie sebagat cara penyerahan tagihan atas nama
mempunyai droit de suite tanpa pemberitahuan, dalam arti hak milik
atas tagihan yang dicedeer sudah beralih kepada cessionaris, walaupun
belum ada pemberitahuan kepada cessus. Hal ini dikarenakan, dalam
praktck pada umumnya orang tidak menghendaki diketahui bahwa ia
mempunyai utang, dan karenanya atas dasar itu dan disamping itu juga
atas dasar adanya ongkos-ongkos yang perlu dikeluarkan, biasanya
tidak dilaksanakan pemberitahuan penjaminan tagihan kepada cessus,
sampail ada muncul kepailitan atau wanprestasi pada debitor (cedent).
Pemberitahuan (betekening) kepada si berutang (cessus) dapat
dilakukan kemudian bila telah dianggap perlu oleh Bank schagai

kreditor dan Cessionaris.
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b.  Pcnggunaan Cessie sebagal jaminan tidak bertentanpgan dengan asas-
asas Hukum Jaminan, sebagaimana ternyata bahwa cessie piutang atas
nama memiliki ciri-ciri sebagai padai piutang atas nama, letapi
dikarenakan piutang atas nama terscbut telah memuliki nilai atau harga
vang tertentu, maka penerima cessie (ccssionaris) dapat langsung
menguasal piutang alas nama tersebut (tidak bertentangan dengan
pasal 1134 BW) dan karenanya kreditor (cessionaris) tidak harus
melakukan penjualan atas piulang atas nama jtu sccara dimuka umum
atau lelang, di pasar atau bursa dan cara lain yang lazim dilakukan
(sebagaimana dimaksud pasal 1155 BW), melainkan cessionaris dapat

langsung mengeksekusi piutang atas nama tersebut dari cessus.

2.  Saran
& Dikarenakan dalam praktek cessie piutang atas nama telah banyak
digunakan sebagai jaminan (zekerhediscessie), dan untuk memberikan
adanya Kepasuan hukum dalam masyarakat, disarankan agar
pengaturan cessie scbagal salah satu lembaga jaminan diatur dalam
suaty peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-
undang, maupun dalam bentuk peraturan pclaksanaan dari ketentuun-
ketentuan yang terkait dengan cessie vang telah diatur dalam BW.
dengan demikian konstruksi hukum cessie sebagal lembaga jaminan

lebth mendapatkan kepastian hukum.
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b.  Walaupun secara analisis hukum, penggunaan cessic sebagai jaminan
(zekerheidscessie) tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum
Jaminan, namun untuk memberikan kepastian hokum bahwa cessie
tidak bertentangan dengan asas-asas hukum jaminan vang diantaranya
menyatakan bahwa apabila debitor wanprestasi, maka kreditor tidak
bolch sendiri memiliki benda yang dijaminkan itu (pasal 1154 BW)
dan untuk memperoleh pelunasannya, kreditor wajib melakukan
penjualan atas benda jaminan secara dimuka umum atau lelang, di
pasar atau bursa dan cara lain yang lazim (pasal 1155 BW), disarankan

agar hal tersebut ditegaskan dalam perjanjian cessic.

Tesis Cessie sebagai alternatif.... Andrika Satriya Nugraha



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR BACAAN

Tesis Cessie sebagai alternatif.... Andrika Satriya Nugraha



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga 08

DAFTAR BACAAN

Buku Literatur

1. Satnie, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang,

Alumni, Bandung, 1999

Bandung, 2002

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hulkum Perikatan, Citra Aditya Bukti,
Bandung, 2001

R. Subekt, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Iwkum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok
Hukuwm Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 2001

---------- Hukum Perdata : Hukiwm Benda, Liherty, Yogyakarta, 2000

Yulianto, Tanggung Jawab Notaris dalam Membuar Akta Jaminan Kredit

Perbankan, Mitra Usaha Abadi, Surabaya, 2004

Peraturan Perundang-undangan

Burgerlyk  Wetboek, ditenjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum
Pcrdata oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan

Tesis Cessie sebagai alternatif.... Andrika Satriya Nugraha



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

LAMPIRAN

Tesis Cessie sebagai alternatif.... Andrika Satriya Nugraha



PRAMATA S
CPROGS 9

L031- 575248 ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
SURABATA

Tesis Cessie sebagai alternatif.... Andrika Satriya Nugraha



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

_
A ART

WO LN e

| mErwenamg, ——cem—————

1
I SorwerDan Yoiroo

= FOaRTTT angalnhy g =
|
poanraT CLDamar
I
i -

P A i ]
| =uor Lanposal [ FRET
|
i s N
i SETITL) LohidLlilan ratnty

=t - L i

i
|

‘ . Mren L memewm s e

L -

Tesis Cessie sebagai alternatif.... Andrika Satriya Nugraha



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Dramly lern

Lt mern s

it

SRR R

Tl BEF IETMILE T -
oG AL (ISR WS

Tesis

Andrika Satriya Nugraha




R b e N T L

Tesis Cessie sebagai alternatif.... ’ Andrika Satriya Nugraha



_ ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

v e o e

i o e T i BUIY o TR e

L

3
I
;
i

e g

? gttt ————— .

RN IS T T EL Y TR

Andrika Satriya Nugraha

Tesis Cessie sebagai alternatif....



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
=

ERDCTL T A

Foertars

rrnak telao

HEGEPNL Turandya 9i Sur anava.

Bl WL T, e

Sarjana Hoabuam, heduenyva negomar bantor s

cEatinys, --——-

Andrika Satriya Nugraha

Cessie sebagai alternatif....

Tesis



ADLN-PerpustakadhtYhivérstat Airiigiga’ : ;
vhitule mwenanbgh jaminan,

CE 5SS TR

HOFOR

Pada hary and cooiivenasenes m0ughadop Poada 2ado wueesveevevnsa.
YVoturia, ‘Auan—Tupn

b it iiranceansenss dilam Tabutannyn sotchu e, e e
Yn.al.l Tur E'la!.-u t/’ch brs D Hunh I.'-‘E‘-'u P ‘fn!pblf' Tyt la b b P

e wokurut ketornogannyn deles hal ini bertindais daln Jobntannyn ——
toryolbut berdrvnrhan Jurnt Hoputugan Licokad Haex Bhopor lmpor —-

2 5 LA _—
Indonvsln Jolope sevvvuveeranatonesns b0l Lot iun s ivuceaensvana

melanjutayn Jugs disebut disin: L

PIHAK PEATAIL

I TR EITES CTTR A 1S £ 971 oo S
J:‘olu.ﬂ N - M o o LRIV saa e aa
= enirut feterangannys dadom hed il berdiader Jadam fubatannye o—

| ST T P I
L LTI IR CELO-LP A (TR0 T 1N TH ] B

selaniulaya Joge disvebut disini —— e

i - PRI S X "

Eidun buinh pibak dploem keduduloar mereka scpexbi ferscbut diafas-
menerpoghan, bahve untuk lebih menjnmin bahwa PIHAK KE(UA altun mowmenuhi
Rowvajiben keusugennyn lkepode FiHAY PERTAMA yang ralal atau vang akan —-
tizbul berlwbiog dengan kroditekredit yang toluh ntao slumn diberi olgh-
PIHAK FERTAMY kepude PIHAK KEDUA, 1‘-1!"””:!.‘11’\1\.1\"1.'-.'-2".5.'!. wura alinn diporinei
daluws Lervepondensl mttars ledus belal: pibiakc,  foondaan yang dalum sarot
perjunjiss kredit antnrs kedua bolnh pibiale tulidy dibuvilen oleh PIHAK~
BCI!;DUA hepuda PIHAD TESTAMA boavuey 02 dembah yoita, kecould Jueinan yang-
dalam perjinglan kvedit antora Rodoan belal pivat sololh atau dijunjilan

.!\."ilte ieedoy LATIRITR du;"i e

wkan divery olch PLiaE BRSO ey UK 1Y

Tesis Cessie sebagai alternatif.... Andrika Satriya Nugraha



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

dredit yan telah atau nkan diberilian kepadanya oleh PIEAK PERTAMA, --

bersmuna inl wemindas!dan atau La menpgikat divi untulk memindahkan kepada

PINAY PERTAMA somus piuteng yene ie milill ntan aknn milixi turbadap -
. b

debitur—2nyn yang teleh nda {(piuvlang-2 yoour la miliki terhadsap para de—

biturnya weeliputi Jumlah mdesioad P cvnvunennann.)

Untuit penegaskan epa yoang diuvnikan rE.ju'bn.s) kedua belab pibak telch

meagadeaken persetuiuan dan dengan ini membuat perjunjian sebegai bLerilkut:

Tosnl 1

PIRAK JUSDAA bir janjr aloan memindnbilian (lmm..'-'.-dl-n'x') Lopde PILS I_"."_'H_
TAMA box tagibarnya atns semua wiutang yuoy da mililid Jdon solann in o
gih teriknt hredii dengan TPIHAK PERTAMA stuu sclone il ~ LDurdusasbog ~—
apapun juga - oasib mempunyail pinjouasn kepadn PINAK PRRTAM saisca hak —
tapib atos piutung yung akan dimilikinys dikemudisy taacd dnx"i Qebitur=2

nyo yang telah ada {piutang yeng ia miliki swnpai suatu Jumlah nudosimal

Rp. .ovon.oco-.coo-)

Prsal 2

SurTa

PIHAK WG4, berdasarlen kovajibun tersebut dslom pasal 1, borke-
vajibun untuk setinp bulan ~ ptau dalam jungia vakiu vang lobily wipge—
kut meourut lwtetapan PIHAY PERTAMA — wemindahd o tapibonoya hepgda —
PIHAK PERTAMA dengen nengpunakan formulir Yoy fl i.:;edizﬂmn oloh PIHAK —

PERTAMA, PIHAK PERTAMA menyatnkan alan menerima pemindahen Itu,

Pusnl 3

Pemindehon in0 tiap~2 Jali alan dilalouban yerts deiigan seaua bnlk,
yerg bertelion dengan tagihan itu, Untuk Keuniungon {provenu} beryih——
Yung diperoleh dari penagilien yang telah dilakudtn, PIHAL PERTAMA e
pitan menplkireditic PIHAY KEDUA dolewn rekening kornanye sogoras setolah -
penagilian didakulten, rtau — jilta penogiboon $3Iphabian olaeh PIWLN ELLULA-
dengon izin = DTHHAN PERTAMA ~ sepern wotedak dwuto veoveln it druetor

lepada PIIAY PROTaM.
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PINAK PERTAMA Lerho'c untulc mesmberitabultan sccare hukum {beteltencn)—
peniudohun 1tu kepadn debitur, baik gtas nemenye sendiri maupun atas nema

Jedna Lelnh pihak.

_]_’f'..‘in] ‘I_

PIHAK REDUA DLerjanji alion menyerahkan Wepasda PLIHAK PERTAMA scmus ——
bukti yany i miliki atau yang ia ahan oiliki tenisng piutang ¥onyg dipin-—
dohlan itu, demiliae pule glinn mengeluarkan wlou mesnands tangani waterLug
an=keteransgen dan menesdakan (preduceron) dekumen—dalumon yang dihuiniioarn
oleh PIHAK FENTAMN untuli meleltuknn penagibun dard plutnng=piuling yon, e

dicedpor hepadnnya 1tu,

Pusnl )

PLHAK I'RRIA berjenji, otas permintnan PIHAK PEHATAMA aboan HUFENL A =—
pyorablan kepada PIHAR PERTAMA kwitnnsi-kwitanei ator surat-surat wvesel —-
yuug dikeluarizn "enn order” dari PIHAK PERTAMA etau yang diendopir houn—

do PIHAL PERTAMA, nmengenad senua plutung yang dicedeoer kepade PTHAK FIU -

TaMA dengen mengguag'ian forualic tevsebut dolam passi 2,

PIHAX RKUOUA toiile sajs menspgpong balnig pivteng-nivtong vess dipin -
dnhltan 1tu benar~bencr nda, melainkaa juga balwe para dabiturnys adolah -
majapu, duen Karenanyu apabile debitur knrens hal apapun juge tidak dnpatl —
meponuhl kewajibannya, malka PIHAX PERTAMA berhak (bukan berkewoejiben) ~—-
uniul memindabkan keopbali pivtaeng itu kepada PIHAK LA, yany berkewa -
Jaban untul wenerima pengembalion pindahnn ini, bilamano PIHAX PERTAMY —-
mewpergunalan halmva,

Pasad 7

BPIFAX PULTAMA ohion membobani PIHAK KELUA dangan cura mondebitiy da--—

lio rekenlus barvan aocbuh

a. vinya-2 oL,
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- g -

a. biaya-biaya yang bortalian dengan penungutsn piutang-—

plutang yang disernbikan;

b. Bigys pemberitshuan rusoi (betekening) dari piutang-

piutang yang diserahkan;

¢. blayn ponyerchan hembsli yang dimaksud dalam passl 6.

Pazanl 8

Kedua belah pihalk mengenal poerjenjian ini serta scgala skibatnya ——
memilih tempat kodudukan huwkun (demicili) yanyg tetep 1oado severcressnnesn

H&]‘[b dlbuatlo.h R T R T

{don selanjutnya)
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CONTIUGER

DAFTAR ~ CTS5S513R

D T X U P R I

KEFADA
DANK EBRSPQIRL IMPOL INDONESIA

di cunnnnvncrvaa

Memenuhi iai paaal 1 Jden 2 dori perjanjian untuk cessie aniara aava/
kami dengan Bank Ekspor Impor Indonesin Nue coisaise,as tanggnl couoonn..
berasma ini kami sampaikan daftar berisi beberapa togihan atas piuwtang Jeuni,
tagihan monn bersame ini hak penagihannya isni pindahian kepada Dank Elspor
Impor Indonesia sepenvhnyn.

Atns Cesgie inl barlaku ketentusn—ketentuan terscbut dalam surat perjunjiun
diatas, Eami ghkui selaniutnya, bahbwa Dank Ehspor Impor Indonesin telah me-

nerimg pemindchan hak tngih ini,

Kami cantumltan pule dalam suatu lajur tovsendiri {lajur 6) jumlgh—jumi..
dari togilan—tagihen atus piutang—piuvtang kemi yang telah kasi codesr terco-

hulu kepada Bunk tkzspor Impor Indoncsia.

L]

T T ] ; - l*
Kama ; Tangiol Jumlah tagih |Junlah iogib Jumlah seluruhnys darm
Ne. dobitur{ Alemgt| jatuhnya| an baru yang |an2ynang telnh tagihan tersebut Jdoln:
tegihan pembayar| dicedeer. dicedeer tur— | kolom terdahulu.
E an. dahulu. (5 + &)
@ ey @ (5) (6) (7)
!
i
![ ; L b

Horwiat Wami,
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PENJELASAN DARI CONTOM - ARTE CESSIE -

1) Pada awal perjoanjian, demilkian pula dalom pasel 1 dari perjanjian ceasie
1tu torbuka dun kesungkinnn, yeitu (n) semus tagihan debitur di "cedeor®
kepada Danlk, stnu (k) hanyn tngihan-tsgihnn sampai suatu jumdloh maksimum
terientu saje yang dipindahkan kepada Bank, Ini harus diperhatiltan padn

wolktu menglsi pasal 1 perjenjian,

2. Prnsapl 2 menpatolnn, bahva menurut lkebendak Bank, debitur harus momindah-

kan kepada Lunle semus tagihen yang menurut perjanjien cessic harus di-
“cuvderr” kepade Dank dengun mengguonkon formulir tertontu yeng discdinkan
Bank padn setiap bulan atan lebili cepnt dari wiktu torsebut. Pada usumeyn,
penindulian secera bulanan telah cultup bagi Banlk, namun Bank teisp mompu-—
nyel hak untuk wmernuntut dari nessbah agor pumindahun nysta deripada ta;
giban~tagikan itu donpot lebih cepnl dilakaanakan.

Hnl in: perlu ditetapkan, karena tagihan—tagihan yeng tidsk/belum 3ipin—
dahlan kepada Dank dengsn dnftiar cessic harus digoggap belum dipindahkan,
Bank hanya dapat mempergunekan hoknys stas tagiban-tagihan yong secarn
nyata iteleh dipindahlion kepadn Bank, yaitu yang telah disebut dalam dar-
tor—daftar cegsie.

Kesulitan-jtesuliteon yang dapet timbul pads daftnr cessie ini adalah pen-
bustannysn yatig memerlukan waktu, sehingpn dapat terjadi (dalam hal Benk
hgaya mencrima laparan-laperan bulanan), bohva tagihan-tagihen yang ter-
dapat dnlam jongka woktu sntu bulen sesudah deftar cessie ;crakhir dlugam—

paikan kepada Bank belum juge dipindahlkan.

J. Jika kedudukan secrpng debitur menjadi sangat lemah, makg jelas bahwn
sdanya kelambataen dalam penyernhan daftar cessio seperti dimaksudkan di-
atas melamprui jangka wakiu yang wajar akan menimbulken masnlch bagi Dank.
Olek sebad itu Benk harus mempunyni bak untuk memints agar supays daftar
ceasie {yong poda dirinys merupakan pemindahan nyata) discrahkan kepndu

Bank dalam jangire wektu kurang dari satu bulan,misalnyn per—-minggu, ntau

delnct keadnnn yvane sangat mendesak per setiap hari.

Jelaylah behua doftor cessie harus disempnikan secepnt munpkin dimana

Jangha valtiu a=lamn satu bulan antern pengiriman duefinr cessie merupabinn

Jenglke weltu sisizal yonyg dapat Jibersiuen,
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Daftor—daftar ceasie ini wyjib dievasl socarn cermat serta dijagn =ecaru

tertib ketepatan waktu pengirimannya.

4, Puaal I menghendakd agar tagihoi-togiluen yang Jipiadohics lwpads Dank
akan ditagih eleh Bonk, namun dendiltian delam hel=hal terteniy misclata
bilamane nasabah adalab seorany kontralior dimans plutangigo vy Lelub
decessickan kepade Bank merupalien tagihan kepedu Negarp c.q, lewal Enntor
Bendehara Kegara, maka penagihan tersebut sebailaya dituodune oleh nasi-
bah yang kemudisn huasilnyae diserahkan kepada Hunli; hal inil ditecvub sntar
dan lnin untule wenghindari segule blayw-bisys yuug munpicdn tiabul seine—
bungan dengan penagihan leepadn Kentor Beadaharn Negarn {untuk mengaman—
kan penagiken terscbut supays betul-beinl d.im.”ruhl(»-n/-li.-a-.' tortoan v e
Bank Lhkspyor Iapor Indonesia, malia pesbovaran olwh Xantor deailaluiz. fepmin
terachbut HUTHe Y1 ﬂliSU]-m'ﬁ -'{L‘ngu.li bily".'"' _i-;i‘!‘ﬂ Sunls Inderagle d3aac Jl'!'!'.._"{‘.;.

Banli-nya nasaboh disobutlan Bank iksper {eper Ipdouusia).

8. Mengengi dafiar ceasie, wajib dijsi dungel Duncanbwmie. seomag tonihen
yang telgh di”cedeer™ terlebih dubulu dun yang belun ditgsaver” e cing—
masing dalam setu lajur tersendiri yurg terdapat poade dultur ceasic itu,
Bedunglan pardue lajur lainnye diceniumkan jumlah dari pada tegihoo-ue;ihno

buru yang diccdeer” dan jumlah yang telah di"ecedees" terlebih dubolua,

6, Tnles bal fdinmna dianggap pevit untok meminve pemindahen nyatbe (riil)
atus tagitan—tagihan dulen jungka weicla yeng leoib sivgisat dari sutly Lulon,
kernmugliinan iidsk perlu dicantuwikan padi, daflar coessie itu besaraysn to-
gihoea yanpr di'eedeer”, Culup kiranvae apabila dua tejur terpkhir daripoda
duftar cessis diisi sekali sebulan. Yang terpenting bagi Denk adaluh arur
togiban-tegiban baru di"cedeer" secepat mumpkin kepads Bank, Tentang ka-
pan kebijohksanaan ini dapet Gitempult, disini tidell dapat 2iteisplcan scen-
ra urub, karenn setinp Kasus nharus ditinjet secern lersendivi.pul ini oi-
kemulaknn semato-mste gekednr sebagoi tindakan pencegahnn apar dn am sun-
saDa volume pekerjeen adminiatrasi young bpnyeck dicurghkan untuk scting
kaoli membuat deftar debitur lengltap, pejabat Bank ‘idak wmelalaikon liewne

. Jibannys untuk meminta daftar cessie dulam jongka waktiu kurang duri se-

Lulan apabile hel inil dibutuhian.

Ta Untult daftar cessie ditetnp]:::n SiLtM MoTHEALIIY ;{‘E.unt?;];w_]’ RS R TR T'l:!r;l-}r.

diadakan Formulir standard it bertolak dari nepewkingan Lo e
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neaabah tidek menulis sendiri—sendiri suntu detiar cessic gunn menghin-
dori kemungkinan terjadinys penyimpangan tidi.k sesuai logi dengoen tuks
selinys, karena penyimpangan ini munglin nkan bereokibot tidak syahnyn

deftar tersebut menurut hulkum,

§. Dalaw pengisian daftar cessie potut dicetat bahwa pomindaban nyata {riii}

dnripnda tagihon hanys terjadi epabiln tagibon-tugihan itu telah dienntun—
kan dalpo deftar cessie, Oloh karenanyn, moko sangatlnh nonting npobils
dnftar ini dibubuhi dengon "date certnin' oleh scorang Neotaris mangenai

hari penyershannys.

9, Juga daloam hal terjadi penyimpangan dari pascl 3 agar dimintn seoranf
Notaris untuk “waermerken" copy dari surat-surnt pejshbat/pemimpin Bank
kopada nasabah tentsang itu yang ditonda tangani "voerscceord” oleh yanj

beraanghkutnu,
10, Daftar cessic berknla merupakan lampiran darxi perjanjinn Cessis.

11. Kelayaknn perjanjian cessic serta ketertiban pengelolann daftar ceesic
wajib terselenggars Secarn cermat menurui prosedur/lketentusn yang berla-
ku gun: menjamin tercapainynlkoepastinn/kekuotan hukum serte pengomansn

kepentingen Tank,

12. Mengeunal perjanjian ini scrts segale akibat yang bertalisn dengan porjan—
jion dimaksud, kedua ULe¢lah pihak. yoltu Bonk dan nessbeh memilih tempnt

kedudukan hukum {domicillie) yvang tidak dapat dirubah,

13. Dalam mengndnkan retrocessie {penyerahan kembgli) oleh Bank kepadn noua-
bah terhadap piutang yong telah dicedeer kepado Bank, manks harus cibuat
Akte Authentil,

=3 GO0 g ////,

AH
,,Z'ZL’ e
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